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ABSTRAK 
 Ida Syahrani (E211 12 901), Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian Di 
Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan 
Patampanua Kabupaten Pinrang, xiv+ 96 halaman+ 6 tabel +10 gambar +23 
pustaka (1991-2015) + 19 lampiran. Dibimbing oleh Dr. Suryadi Lambali. MA 
dan Dr. Atta Irene Allorante, M.Si. 
 Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah setiap manusia 
membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan manusia karena tugas terpenting dari instansi 
pemerintah adalah pemberi pelayanan, namun kinerja juga sangat penting dan 
dibutuhkan dalam menunjang pelayanan. Salah satu instansi pemerintah dalam 
memberikan pelayanan adalah Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan (BP3K) Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang mana 
pelayanannya berupa penyuluhan dan pendamping program pemerintah. Inilah 
yang menjadi tolak ukur dari pembahasan dan penelitian ini. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja pelayanan 
penyuluh pertanian Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang bila dilihat dari pendekatan proses. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
dengan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian Di 
Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan 
Patampanua Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 
pelayanan dari segi proses masih adanya indikator yang belum sesuai dan tidak 
menunjang pelayanan itu sendiri baik mengenai responsivitas, di mana Penyuluh 
Pertanian di wilayah tersebut tidak terlalu aktif dalam pendekatan terhadap 
anggota kelompok tani dan dibenarkan dari wawancara kelompok tani di salah 
satu wilayah yang mengakui bahwa penyuluh yang bertugas tidak memiliki 
kontribusi yang baik terhadap kelompok tani. Dari segi ketampakan fisik, 
kehandalan, kompetensi kemampuan dan pengetahuan penyuluh pertanian serta 
akses dalam hal kemudahan petani menghubungi penyuluh pertanian sudah 
berjalan  dengan baik dan terpenuhi antara penyuluh pertanian dan anggota 
kelompoktani (masyarakat). Karena masih adanya beberapa indikator yang 
belum menunjang, maka dari itu kinerja pelayanan penyuluh pertanian 
sepenuhnya belum terlaksana dengan baik. 
Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan 
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 Ida Syahrani (E211 12 901), Service Performance Agricultural 
Extension Workers in The Executive Body Agricultural Extension Services , 
Fishery and Forestry (BP4K) Pinrang district , xiv + 96 page + 6 table + 10 
pictures + 23 literature ( 1991-2015 ) + 19 appendix. Is guided by Dr .Suryadi 
lambali .MA and Dr .Irene allorante atta, M.Si. 
 A phenomena which constitute research is every man need service , even 
can be said that service cannot be separated to human beings because most 
important task from government agencies are service providers, but performance 
is also very important and necessary to support services. One government 
agencies in providing hall is agricultural extension, fisheries and forestry (BP3K) 
in patampanua district pinrang which service of information and mentor 
government programs. This constitutes a benchmark from the discussion and this 
study. 
 The purpose of this study is to find performance service extension 
officer agencies agricultural extension, fisheries and forestry (BP3K) in 
patampanua district pinrang seen from approach process.This research in a 
qualitative descriptive the through technique interview, observation and 
documentation. 
 Based on the research done performance service extension officer at 
agencies agricultural extension, fisheries and forestry (BP3K) in patampanua 
pinrang district, it can be drawn the conclusion that performance service in terms 
of the indicators still a process which are not based on and not support services 
itself on responsiveness, where extension officer in the area is not very active in 
the approach of farmers groups and unjustified of the interview farmers groups in 
an area which recognises that counselors duties do not contributor good to the 
farmers. In terms of physical tangibel, dependability, competence ability and 
knowledge extension officer and access on the ease of farmers contact extension 
officer has been running well and met between extension officer and members of 
society. Because there is a some indicators do not support, therefore 
performance service extension officer fully have not run well. 
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I.1 Latar Belakang  
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat 
dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 
Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari 
para pemberi layanan, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan 
harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih 
tergolonng berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti 
ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani 
bukan yang dilayani, pelayanan yang seharusnya ditunjukan pada masyarakat 
umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara.  
Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan 
bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai 
dengan asas dan tujuan pelayanan (pasal 18). 
Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2003, 
menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhankebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Selain itu pelayanan juga harus sesuai dengan 
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kebutuhan masyarakat. Organisasi harus mampu merespon kebutuhan dan 
keinginan masyarakat dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang 
tepat. 
Dalam hal ini pelayanan publik merupakan masalah serius terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan 
kinerja dan fungsi-fungsi administrasi yang diartikan sebagai penyediaan barang-
barang dan jasa-jasa publik yang pada hakekatnya menjadi tanggung jawab 
pemerintah. 
Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 
adalah pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat dengan 
memberdayagunakan penyuluh. Penyuluh di tuntut untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat agar mampu meningkatkan hasil pangan, memberikan 
layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab dalam 
mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya. 
Penyelenggaraan penyuluh saat ini diharapkan mampu menjembatani 
fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan petani, nelayan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, baik sifatnya temporer maupun tetap. 
Penyuluh sebagai ujung tombak dalam proses pelayanan yang diharapkan 
mampu memberikan layanan yang baik dengan keinginan masyarakat tani dan 
tentunya disesuaikan dengan kondisi geografisnya. 
Penyuluh dalam memberikan layanan dapat dianggap sebagai 
penyampai atau penyusun dalam program nasional dan regional agar dapat 
diikuti dan dilaksanakan oleh petani dan nelayan, sehingga program-program 
yang disusun berjalan dengan baik. Penyuluh juga berperanan dalam 
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memberikan pelayanan sebagai motivator, fasilitator dan konsultan yang 
bertugas untuk melakukan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis 
pelaksanaan kegiatan kepada kepala instansi masing-masing mulai di tingkat 
kecamatan kabupaten dan di tingkat provinsi. 
Dengan adanya pelayanan ini, penyuluh membuat atau menyusun 
rencana kerja layanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya yaitu penyuluhan 
yang terjun langsung ke lapangan atau berpartisipasi dalam melayani melalui 
mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, 
sehingga penyuluh dalam memberikan layanan mampu meningkatkan kinerja 
melalui program-program yang menunjang produksi pangan. Kompetensi 
penyuluh dalam menentukan keefektifan pelayanan melalui kinerja pelayanan 
yang bertujuan untuk mengembangkan misi penyuluhan dan tingkat kinerja yang 
diharapkan, salah satunya kompetensi penyuluh pertanian. 
Presepsi dari sebagian masyarakat atau petani terhadap kemampuan 
penyuluh pertanian dalam melayani terkait dengan penguasaan penyuluh 
mengenai teknik budidaya komoditas pertanian dinilai memadai dalam 
memberikan pelayananan seperti penyuluhan yang mampu menjelaskan inovasi 
suatu teknologi dan dapat berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami. 
Pada intinya kegiatan penyuluhan pertanian dalam memberikan layanan dengan 
pembinaan terhadap masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani.  
Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah penghasil padi terbesar di 
provinsi sulawesi selatan, Peningkatan di sektor pertanian ini tidak lepas dari 
kerja sama antara penyuluh, masyarakat dan dinas yang terkait.  Penyuluh di 
kabupaten Pinrang di naungi oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
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Perikanan Dan Kehutanan (BP4K), bekerja sama dengan Dinas Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan kemudian penyuluh di tugaskan di setiap kecamatan 
kabupaten Pinrang yang di sebut BP3K (Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan). Selain itu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
Dan Kehutanan (BP4K) kabupaten pinrang juga menerapkan kinerja pelayanan 
yang menyangkut hasil pekerjaan, kecepatan kerja yang dilakukan sesuai 
dengan harapan masyarakat dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan 
pekerjaan. 
Dengan adanya kinerja pelayanan ini penyuluh kabupaten Pinrang dapat 
meningkatkan pelayanan melalui Programa Penyuluhan atau SKP (Sasaran 
Kerja Pegawai) yang di buat setiap tahunnya berupa kegiatan-kegiatan 
terencanakan dan di laksanakan. Programa Penyuluhan atau SKP yang 
dimaksud adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk 
memberikan arah dan pedoman pelaksanaan serta alat pengendali pencapaian 
tujuan penyuluhan yang direalisasikan dalam bentuk rencana kerja penyuluh 
pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sebagai rencana 
kerja, yang mana rencana kerja ini merupakan jadwal kegiatan yang disusun 
oleh para penyuluh terampil dan ahli berdasarkan programa penyuluhan 
setempat dengan mencantumkan hal-hal yang dipandang perlu dipersiapkan 
dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Tidak hanya itu 
penyuluh Kabupaten Pinrang juga meningkatkan kinerja melalui ketetapan 
Kementerian Pertanian yaitu tercapainya swasembada berkelanjutan padi, 
jagung dan swasembada kedelai. Untuk mencapai itu, pemerintah merintis 
program-program salah satunya upaya khusus peningkatan produksi padi, 
jagung dan kedelai (UPSUS Pajale). 
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Program ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada penyuluh 
pertanian agar mampu mengembangkan kinerja dalam pelayanan yang tertuang 
dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
14/Permentan/Ot.140/3/2015 pasal 1 tentang  pedoman pengawalan dan 
pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa, dan bintara pembina desa dalam 
rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Program 
ini berupa memberikan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan padi, jagung dan 
kedelai yang menjamin ketahananan pangan, kemandirian pangan serta mampu 
menghadapi perdagangan bebas.  
Pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan penyuluh bertujuan 
sebagai tanggung jawab dan pelayanan dari kinerja yang diberikan penyuluh 
kepada masyarakat dengan memberikan pengajaran tentang perawatan pangan, 
memfasilitasi para petani dengan memberikan pupuk yang telah di sediakan oleh 
pemerintah untuk meningkatkan hasil pangan. Hasil akhir dari kinerja pelayanan 
penyuluh yaitu dengan laporan kerja sebagai angka kredit para penyuluh. 
Dari ketetapan menteri pertanian, penyuluh kabupaten Pinrang 
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan Bupati No. 29 Tahun 
2012 yang menjelaskan tentang Mekanisme Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Kabupaten Pinrang yang menjelaskan bagaimana Penyuluh 
pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah 
jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan 
kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan kegiatan penyuluhan yang bertugas melakukan kegiatan persiapan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan. 
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Kegiatan penyuluhan meliputi pendidikan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan, pengembangan profesi dan penunjang penyuluhan. 
Dari uraian diatas,  dapat di katakan pelayanan publik merupakan segala 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak 
dasar setiap warga Negara dan penduduk atau suatu barang, jasa dan atau 
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan yang 
terkait dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berkaitan 
dengan masalah kinerja pelayanan dengan judul “Kinerja Pelayanan Penyuluh 
Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. 
I.2. Rumusan Masalah   
Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis 
dapat merumuskan “Bagaimana Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian di Balai 
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Patampanua 
Kabupaten Pinrang.” 
I.3. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian di Balai 
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Patampanua 
Kabupaten Pinrang. 
I.4. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalah yang menjadi focus penelitian dan tujuan yang 
ingin di capai maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 
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1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian 
informasi atau sebagai referensi mengenai kinerja pelayanan penyuluh 
pertanian di badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan 
kehutanan (BP4K) kabupaten pinrang. 
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan 
masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil 
kebijakan-kebijakan dalam kinerja pelayanan penyuluh pertanian di badan 

















II.1. Konsep Kinerja 
II.1.1. Pengertian Kinerja 
 Akhir-akhir ini kinerja telah menjadi terminologi atau konsep yang sering 
dipakai orang dalam berbagai pembahasan dan pembicaraan ,khususnya dalam 
kerangka mendorong keberhasilan organisasi atau sumber daya manusia. 
Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran 
paradigma dari konsep produktivitas. Pada awalnya, orang sering kali 
menggunakan istilah produktivitas untuk menyatakan kemampuan seseorang 
atau organisasi dalam mencapai tujuan atas sasaran tertentu. 
 Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak 
memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. 
Terlalu sering atasan atau manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja 
telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadap krisis yang serius. 
Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan 
tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. 
 Kinerja adalah hasil yang diperoleh dari suatu organisasi baik organisasi 
tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented  yang dihasilkan selama 
satu periode waktu. Sementara itu, pengertian Performance sering diartikan 
sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang 
lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana 
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proses kerja berlangsung. Pengertian kinerja menurut Sedarmayanti (2007:1), 
menyatakan bahwa: 
 ”kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui 
 apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara 
 keseluruhan atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus 
 dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang 
 mencapainya)”. 
 Sedangkan Mangkunegara (2006:67), mengatakan bahwa kinerja adalah 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan 
fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. 
 Adapun pengertian kinerja, yang dikemukakan oleh Agus Dharma 
(1991:105) yang mengatakan bahwa : 
 “Kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi 
 kerja yang diperhatikan oleh pegawai, kemampuan kerja berkaitan 
 dengan penggunaan peralatan kantor.” 
 Berbicara mengenai kinerja maka tuntutan terhadap perbaikan kinerja 
sektor publik semakin tinggi mengingat dalam era demokrasi dan revolusi 
informasi ini, masyarakat akan semakin cerdas, mudah memperoleh informasi 
dan semakin banyak tuntutannya. 
 Oleh karena itu, perbaikan kinerja sektor publik perlu terus dikembangkan 
dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Selain itu perhatian terhadap 
kualitas menjadi sangat penting karena ini akan menggambarkan kepuasan 




 Kinerja (performance) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian 
hasil atau “degree of accounplishment” atau dengan kata lain, kinerja merupakan 
tingkat pencapaian tujuan organisasi (Pasolong, 2008:175). 
 Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain 
mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah 
sesuai moral dan etika yang berlaku umum. 
II.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
 Pada awalnya kinerja hanya di kaitkan dengan faktor personal. Namun 
kenyataannya, kinerja sering diakibatkan oleh faktor-faktor lain diluar faktor 
personal seperti sistem,situasi, kepemimpinan atau tim.  Adapun faktor variabel 
yang mempengaruhi kinerja Prawisentono (1999:27), yaitu: 
1. Efektifitas dan efisiensi : Efektifitas dari kelompok adalah bila tujuan 
kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang 
direncanakan. Sedangkan efisiensi berkaitan dengan jumlah 
pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila 
pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak 
efisien. 
2. Otoritas dan tanggung jawab (authority dan responsibility) : Authority 
adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi 
formal yang dimiliki (diterima) oleh seorang peserta organisasi kepada 
anggota organisasi lain untuk melakukan suatu kegaiatan kerja. 
Wewenang adalah hak seseorang untuk memberikan perintah (kepada 
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bawahan), sedangkan tanggung jawab adalah bagian yang tak 
terpisahkan atau sebagai akibat dari kepemilikan wewenang tersebut. 
3. Disiplin : Disiplin adalah taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. 
Disiplin pegawai adalah ketaatan pegawai dalam menghormati aturan-
aturan instansi dimana dia bekerja. Disiplin juga berkaitan dengan sanksi 
yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. 
4. Inisiatif : Menurut Robert E. Quin dalam bukunya Becoming A Master 
Manajer ,A Competency Framework, dinyatakan bahwa iniciative involves 
thinking out a plan and ensuring it success. This give zeal and energy to 
organization. (Inisiatif seseorang atasan ataupun bawahan berkaitan 
dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk ide untuk merencanakan 
sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi). 
II.1.3. Penilaian Kinerja 
 Salah satu cara untuk melihat perkembangan seuatu organisasi adalah 
dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran yang menjadi objek 
penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan pegawai dalam melaksanakan 
suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur 
tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Penilaian kinerja adalah 
suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen suatu organisasi atau 
perusahaan baik para karyawan maupu manajer atau pimpinan yang selama ini 
telah melakukan pekerjaannya. Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem 
formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengatur, menilai dan 
mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil 
termasuk tingkat ketidakhadiran. 
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 Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan 
Leon C.Menggisson dalam Mangkunegara (2006: 9) adalah sebagai berikut : 
 “Penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses 
 yang digunakan pimpina untuk menentukan apakah seorang karyawan 
 melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya”. 
 
 Selanjutnya Andrew E. Sikula (dalam A.A Anwar Prabu Mangkunegara 
2006: 10) mengemukakan bahwa: 
 “Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan 
 pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses 
 penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek 
 orang ataupun sesuatu (barang).” 
 
 Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 
kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil 
pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk 
menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan 
tanggungjawab yang sesuai, memberikan tanggungjawab yang sesuai kepada 
karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik dimasa 
mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi 
jabatan atau penentuan imbalan. 
II.1.4. Indikator Kinerja 
 Penetapan beberapa indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan 
klarifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengelolaan 
data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijaksanaan. 
Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut 
masukan (input), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan 
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dampak (impact). Menurut Bernadin (dalam Sudarmanto 2009:12) bahwa dalam 
mengukur kinerja pegawai diperlukan indikator antara lain: 
1. Kualitas pekejaan (Quality): nilai dimana proses atau hasil dari ketelitian 
dalam melaksanakan pekerjaan kesempurnaan pekerjaan itu sendiri. 
2. Kuantitas pekerjaan (Quantity): jumlah pekejaan yang dihasilakan atau 
dilakukan, dan ditandakan seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah 
kegiatan yang telah di ker jakan atau yang terlaksana. 
3. Ketepatan waktu (Timeliness): nilaidimana suatu pekerjaan dapat 
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau pada 
waktu yang ditentukan. 
4. Kebutuhan akan pengawasan (Need for supervision) : dimana pegawai 
tanpa ragu untuk meminta bantuan atau petunjuk dari supervisor untuk 
melaksanakan pekerjaan akan terhindar dari kekelirun yang berakibat 
buruk bagi organisasi. 
5. Efektifitas biaya (Cost-efferctiveness): terkait dengan penggunaan 
sumber-sumber organisasi dalam mendapatkan atau memperoleh hasil 
atau pengurangan pemborosan dalam menggunakan sumber-
sumberorganisasi. 
6. Kemampuan diri (Interpersonal Impact): terkait dengan kemampuan 
individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan 
kerja sama diantara sesame pekerja dan pegawai 
 Sedangkan Menurut Agus Darama, mengatakan bahwa hampir semua 
cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Kuantitas, adalah jumlah yang diselesaikan atau dicapai. Pengukuran 
kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses pelaksanaan 
kegiatan ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang diharapkan. 
2. Kualitas, adalah mutu yang dihasilkan. Mencerminkan pengukuran tingkat 
“kepuasan” yakni seberapa baik penyelesaian. 
3. Ketetapan waktu, adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang 
direncanakan. Pengukuran ketetapan waktu merupakan jenis khusus 
penyelesaian suatu kegiatan.  
 Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan dalam 
mengevaluasi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun tahap setelah 
kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai 
saat kegiatan yang dilakukan selesai sedangkan untuk indikator out-comes, 
benefits dan impact akan diperoleh setelah kegiatan selesai. 
II.2. Konsep Pelayanan Publik 
II.2.1. Pelayanan Publik 
 Istilah pelayan berasal dari kata ”layan” yang artinya menolong 
menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan 
melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan 
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan oleh 
kehiduapan manusia (Sinambela, 2011:3). 
 Pelayanan publik merupakan produksi birokrasi publik yang diterima oleh 
masyarakat secara luas. Karena itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai 




 Pelayanan publik yang baik ditentukan oleh sikap dan penilaian aparatur 
Negara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan 
kepada khalayak ramai. Disamping itu prosesnya harus sederhana, cepat dan 
murah, dalam arti tidak birokrasi, mudah diperoleh dan biayanya terjangkau oleh 
seluruh lapisan masyarakat. 
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia di jelaskan  pelayanan sebagai 
usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu 
menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan seseorang. Tugas pemerintah 
pada hakikatnya adalah mengatur dan melayani masyarakat dengan sebaik-
baiknya. Komitmen ini bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintah 
yang berjalan masih mengarah pada upaya untuk melindungi dan melayani 
masyarakat. Tugas pelayanan pendidikan kepada masyarakat lebih menekankan 
kepada mendahulukan kepentingan masyarakat, mempermudah urusan 
masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan masyarakat dan 
memberikan kepuasan kepada masyarakat. 
 Zauhar (2001) (dalam prasoje, et. el 2006:6)  menyatakan pelayanan 
publik merupakan upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui 
penyediaan barang atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Pelayanan publik 
yaitu semua barang dan jasa publik (public goods and service) yang diatur dan 
diselenggarakan oleh pemerintah kepada warna Negara.  
 Kegiatan pelayanan dalam suatu organisasi memiliki peran penting dan 
strategi, terutama bagi organisasi yang berorientasi pada pelayanan jasa. Hal itu 
tercermin pada pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh Moenir (2006:12) 
sebagai berikut: 
 “Pelayanan adalah setiap kegiatan oleh pihak lain yang ditujukan   untuk 
 memenuhi kepentingan orang banyak, pelayanan ini sifatnya selalu 
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 kolektif, sebab pelayanan kepentingan itu masih termasuk dalam rangka 
 pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur termasuk 
 dalam pengertian pelayanan”. 
 Sedangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik mendefinisikan Pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
 Beberapa pengertian dasar yang dituliskan dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: 
1. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. 
3. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau 
satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan 
Instansi Pemerintahan lainnya, baik pusat maupun daerah termasun 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan 
Usaha Milik Daerah. 
4. Unit penyelenggaraan pelayanan publik adalah unit kerja pada Instansi 
Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada 
penerima pelayanan publik. 
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5. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah 
yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undagan. 
6. Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan 
badan hukum. 
7. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan 
apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang 
besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
8. indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggaraan atas 
pemberi pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. 
 Layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya 
(pegawai/petugas) untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan 
perorangan yang bertumpu pada hak dasar sebagai warga Negara, bentuknya 
adalah layanan lisan, layanan dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk 
perbuatan. Ketiga bentuk layanan saling terkait, yang hasilnya diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan dan memuaskan bagi mereka yang dilayani. 
 Ketiga bentuk layanan ini tidak selamanya berdiri sendiri secara murni 
melainkan saling kombinasi: 
1. Layanan dengan lisan 
 Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang 
hubungan masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain 
yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun 
yang memerlukan agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang 
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diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan 
yaitu: 
a. Memahami benar-benar masalah yang termasuk dalam bidang 
tugasnya. 
b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, 
singkat cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin 
memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 
c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 
d. Memilki kedisiplinan pada saat kerja. 
2. Layanan melalui tulisan 
 Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 
mendalam pelaksanaan tugas tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga 
dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup 
efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya, agar dalam 
bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus 
diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam pengelolaan masalah 
maupun dalam proses penyelesaiannya. 
 Layanan tulisan terdiri atas dua bagian, yaitu: layanan berupa 
petunjuk, informasi dan sejenisnya yang ditujukan pada orang-orang yang 
berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan 
instansi, layanan berupa berkas tertulis atas permohonan, laporan, 
keluhan, pemberian/penyerahan dan pemberitahuan dan layanan 
berbentuk perbuatan 
3. Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan lisan, Hal ini 
disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam 
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hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu 
sendiri yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Jadi tujuan utama 
orang yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam 
bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan 
kesanggupan secara lisan. 
 Sementara itu Sinambela (2008:12) memberikan pengertian tentang 
pelayanan publik yaitu: 
 “Pelayanan Publik yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
 terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 
 menguntungkan dalan suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
 kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.” 
 
 Mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi para 
pelayan publik, maka pelayanan publik yang diberikan pemerintah dewasa ini 
perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan bukan untuk menyuburkan 
ketergantungan. Hal ini terkait dengan situasi dimana sumber-sumber publik 
semakin langka keberadaannya sehingga perlu dikembangkan pemberdayaan di 
kalangan masyarakat dan aparatur agar dapat mengurangi beban pemerintah 
dalam pelayanan publik.  
 Hasil amandemen UUD 1945 secara mendasar melakukan perubahan 
besar terhadap kewajiban Negara di dalam memberikan pelayanan publik 
kepada masyarakat yang mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari bidang 
keamanan sampai dengan sosial dan budaya. 
 Dalam mengembangkan pelayanan publik, isu tentang standar pelayanan 
kemudian menjadi sangat penting. Standar pelayanannya didasarkan atas 
ketentuan yang berisi norma, pedoman dan kesepakatan mengenai kulitas 
pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara bersama-sama 
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antara penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan dan pihak yang 
berkepentingan. 
 Input pelayanan penting untuk di standarisasi mengingat kuantitas dan 
kualitas dari input pelayanan yang berbeda antar daerah menyebabkan sering 
terjadinya ketimpangan akses terhadap pelayanan yang berkualitas (Dwiyanto, 
2014:36). 
II.2.2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik 
 Dalam paparan kajian pustaka.com (2013) ada empat unsur penting 
dalam proses pelayanan publik menurut Bharata (2004:11), yaitu :  
1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu 
layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam 
bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa 
(services).  
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari 
penyedia layanan.  
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.  
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia 
layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu 
kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena 
tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya 
sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau 
jasa yang mereka nikmati. 
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 Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai 
berikut (Kasmir, 2006:34):  
1. Tersedianya karyawan yang baik.  
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.  
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal 
hingga akhir 
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.  
5. Mampu berkomunikasi.  
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.  
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.  
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).  
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 
II.2.3. Asas Pelayanan Publik 
 Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna 
jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas – asas pelayanan sebagai 
berikut ( Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004) : 
1. Transparansi : Bersifat terbuka , mudah dan dapat diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 
serta mudah dimengerti. 
2. Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Kondisional : Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 




4. Partisipatif : Mendorong peran  serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
5. Kesamaan Hak : Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 
suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban : Pemberi dan penerima 
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak. 
 Dalah UU no.25 tahun 2009 pasal 4 bahwa Penyelenggaraan pelayanan 
publik berasaskan : 
1. Kepentingan umum 
2. Kepastian hukum; 
3. Kesamaan hak; 
4. Keseimbangan hak dan kewajiban; 
5. Keprofesionalan; 
6. Partisipatif; 
7. Persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 
8. Keterbukaan; 
9. Akuntabilitas; 
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
11. Rentan; 
12. Ketepatan waktu; dan 
13. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 
23 
 
II.2.4. Kelompok Pelayanan Publik 
 Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 membedakan jenis 
pelayanan menjadi empat kelompok. Adapun empat kelompok tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya 
status kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau 
penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-
dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kematian, 
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi 
(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat 
Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya. 
2. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya 
jaringan telepon, ]penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 
3. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, mislanya pendidikan, 
pemeliharaan kesehatan, penyelenggara transportasi, pos dan 
sebagainya. 
II.2.5. Ruang lingkup pelayanan publik 
 Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan 
jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU no. 25 thun 
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2009 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, 
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, 
perbankan, perhubungan, sumber daya alarn, pariwisata, dan sektor strategis 
lainnya.  
 Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
(UU no.25 tahun 2009 : pasal 1,ayat 1): 
a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 
instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 
suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan; dan 
c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya 
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang 
modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, 
tetapi keterscdiaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam 
peraturan perundangundangan. 




1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 
negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; 
3. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 
negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi 
ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan ddam 
peraturan perundangundangan. 
 Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU no.25 tahun 
2009 harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran 
biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan 
pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 
 Selanjutnya pada dalam UU no.25 tahun 2009 mengemukakan bahwa 
ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat di pasal 1 UU tersebut 
kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 
II.2.6. Prinsip Pelayanan Publik 
 Dalam upaya meningkatkan pelayanan, Mustofadidjaja  (dalam modul 
Ahmad 2012:65) mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan 
sektor publik meliputi : 
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1. Menetapkan standar pelayanan artinya standar tidak hanya 
menyangkut standar atas produk pelayanan tetaoi juga standar 
prosedur pelayanan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan 
berkualitas. 
2. Terbuka terhadap segala kritik dan saran maupun keluhan serta 
menyediakan seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan. 
3. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil. 
4. Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat (pelanggan). 
5. Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal 
tersebut menyimpang. 
6. Menggunakan sumber-sumber yang digunakan untuk melayani 
masyarakat pelanggan secara efisien dan efektif. 
7. Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas 
pelayanan. 
 Sedangkan di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 
disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa 
prinsip sebagai berikut: 
1. Kesederhanaan : Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 
2. Kejelasan : Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 
dalam memberikan pelayanan dalam penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksaan pelayanan 
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publik;Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
pembayaran. 
c. Kepastian Waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah dtentukan. 
d. Akurasi , produk pelayanan publik diterima dengan benar 
tepat, dan sah. 
e. Keamanan , proses dan produk pelayanan publik 
memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik 
atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 
yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika (telematika). 
h. Kemudahan Akses. Tempat dan lokasi serta sarana 
pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 
masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan. Pembeli 
pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
j. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 
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lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 
ibadah dan lain-lain. 
II.2.7. Standar Pelayanan Publik 
 Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau 
penerima pelayanan.Standar pelayanannya didasarkan atas ketentuan yang 
berisi norma, pedoman dan kesepakatan mengenai kualitas pelayanan, sarana 
dan prasarana yang dirumuskan secara bersama-sama antara penyelenggara 
pelaynan publik, penerima pelayanan dan pihak yang berkepentingan. Menurut 
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan , sekkurang-
kurangnya meliputi: 
1. Prosedur Pelayanan 
 Prosedur adalah rangkaian daripada tata kerja yang berkaitan 
satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap serta 
jalan yang harus ditempuh  dalam rangka penyelesaian suatu bidang 
pekerjaan. Sedangkan prosedur pelayanan publik adalah Kumpulan dari 
beberapa perintah yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan 
pelayanan publik agar sesuai dengan apa yang diharapkan. 
 Mengenai Prosedur pelayanan menurut  KEPMEN PAN Nomor      
63/Kep/M.Pan/7/2003,  bahwa   dalam  sistem   dan    prosedur 




a. Tata Cara pengajuan permohonan pelayanan 
b. Tata Cara penanganan pelayanan 
c. Tata Cara penyampaian hasil pelayanan 
d. Tata Cara penyampaian pengaduan pelayanan. 
 Penjelasan mengenai empat tata cara yang dimaksud dalam 
tersebut dapat diketahui dengan memahami pengertian prosedur 
pelayanan itu sendiri. Adapun pengertian prosedur pelayanan tersebut, 
menurut KEPMEN PAN No. 26 tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis 
Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik, menjelaskan bahwa Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses 
atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan 
adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus 
ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Penjelasan 
KEPMEN PAN No. 26 tahun 2004 mengenai prosedur pelayanan tersebut 
menunjukkan adanya langkah-langkah atau cara-cara sebagai pedoman 
yang harus dilaksanakan pada setiap tahapan dalam serangkaian proses 
penyelesaian pelayanan publik. 
 Berdasarkan pengertian prosedur pelayanan tersebut diatas, maka 
dapat dijelaskan bahwa empat tata cara yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 
a. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan, ialah tahapan-
tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus 
dilaksanakan dalam rangka  mengajukan suatu permohonan 
pelayanan agar permohonan yang diajukan tersebut dapat dilayani 
atau diproses ke tahap berikutnya. Pada tahap ini biasanya 
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memuat tahap-tahap dan cara-cara yang harus dilaksanakan dan 
dipenuhi oleh seorang pemohon yang mengajukan permohonan 
pelayanan tertentu kepada petugas atau pejabat yang berwenang 
memberikan pelayanan tersebut.  
b. Tata cara penanganan pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang 
jelas dan pasti serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam 
rangka menindak-lanjuti atau menangani suatu permohonan 
pelayanan yang diajukan. Pada tahap ini petugas atau pejabat 
yang berwenang harus menangani dan memproses permohonan 
pelayanan yang diajukan sesuai dengan tata kerja dan ketentuan 
yang berlaku. 
c. Tata cara penyampaian hasil pelayanan, ialah tahapan-tahapan 
yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam 
rangka menyampaikan hasil pelayanan yang telah selesai 
ditangani. Pada tahap ini permohonan pelayanan yang telah 
ditangani oleh petugas atau pejabat yang berwenang akan 
disampaikan hasilnya kepada pemohon yang bersangkutan. 
Pemohon dapat menerima hasil pelayanan dengan memenuhi 
ketentuan tertentu yang berlaku dan terkait dengan jenis 
pelayanan yang diajukan. 
d. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan, adalah tahapan-
tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh 
untuk dapat menyampaikan pengaduan yang berhubungan 
dengan masalah pelayanan. Pemohon dapat mengadukan atau 
mengajukan masalah ketidakpuasan dan masalah-masalah lain 
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yang berhubungan dengan proses pelayanan pada setiap 
tahapannya. 
2. Waktu Penyelesaian 
 Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan pelayanan termasuk pengaduan. 
3. Biaya Pelayanan 
 Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 
proses pemberian pelayanan.  
4. Produk Pelayanan 
 Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 
5. Sarana dan Prasarana 
 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
 Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 
perilaku yang dibutuhkan. 
 Standar pelayanan publik sesuai dengan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatut Negara Nomor 63 tahun 2004 juga dapat diukur atau 
dianalisis berdasarkan ukuran dari prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, 
biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi 
petugas pemberi pelayanan. 
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II.2.8. Indikator Pelayanan 
 Pada dasarnya, terdapat beragam alat ukur, tolak ukur, parameter, atau 
indikator pelayanan publik untuk menentukan pelayanan yang baik. Secara 
sederhana dapat dikatakan pelayanan yang baik dapat diketahui dengan cara 
membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 
terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan 
atau inginkan. 
 Dalam hal ini, Payanan publik merupakan salah satu referensi yang dapat 
digunakan oleh warga Negara. Penyelenggaraan layanan publik merupakan 
proses yang sangat strategis karena di dalamnya berlangsung interaksi yang 
cukup intensif antara warga Negara dan pemerintah.  
 Untuk menilai pelayanan publik yang baik itu sendiri, terdapat sejumlah 
indikator yang dapat digunakan. Apabila kita meninjam pendapat Lenvine (1990) 
(dalam Ratminto dan atik 2012: 175) maka produk pelayanan publik di dalam 
Negara demokrasi setidaknya memenuhi tiga indokator, yaitu responsivenes, 
responsibility dan accountability. 
1. Responsivenes atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia 
layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan 
pengguna layanan. 
2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh proses pemberi layanan publik itu dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan 
organisasi yang benar dan telah ditetapkan. 
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3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan 
kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dalam 
masyarakat. 
 Sementara itu menurut Zeithaml, Parasuraman& Berry (1990) (dalam 
Ratminto dan Atik 2012:175) menggunakan ukuran tangibel,  reliability, 
responsivenes, assurance, empathy. 
1. Tangibel atau ketampakan fisik yaitu : fasilitas fisik, peralatan, pegawai 
dan fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. 
2. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 
pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 
3. Responsivenes atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 
pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan dan 
kemampuan para  petugas penyedia layanan dalam memberikan 
kepercayaan kepada pengguna layanan. 
5. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna 
layanan secara individual. 
II.3. Konsep Kinerja Pelayanan 
II.3.1. Kinerja Pelayanan 
 Negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan warga 
Negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya, karenanya peningkatan 
kualitas pelayanan (quality of service) akan semakin penting. 
 Lovelock (1988) (dalam Prasoji. et. al 2012:18) mengatakan Pelayanan 
merupakan respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi 
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kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan. Sedangkan 
Mangkunegara (2006:6), mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan padanya. 
 Dengan berbagai pengertian diatas maka kinerja pelayanan merupakan 
hal yang menyangkut kualitas pelayanan, hasil pekerjaan, kecepatan kerja, 
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat (pelanggan) dan 
ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 
 Selain itu, Tjiptono (2000) (dalam Prasojo. et. al 2012:18) menyebutkan 
bahwa kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 
Kualitas memberikan sesuatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 
hubungan yang kuat dengan organisasi. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini 
memungkinkan organisasi untuk memahami dengan seksama harapan 
pelanggan serta kebutuhan mereka. 
 Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, ada beberapa pola yang 
dapat diterapkan dalam Ahmad (2012:83-84), antara lain: 
1. Pola pelayanan teknik fungsional : Pola pelayanan masyarakat yang 
diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi 
dan kewarganegaraan. 
2. Pola pelayanan satu pintu : Pola pelayanan masyarakat yang 
diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan 
pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya. 
3. Pola pelayanan satu atap : Pelayanan dilakukan secara terpadu pada 




4. Pola pelayanan terpusat : Pola pelayanan masyarakat yang dilakukan 
oleh satu instansi pemerintah yang bertindah selakukoordinator 
terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan 
bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 
5. Pola pelayanan elektronik : Pola pelayanan yang menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatis 
pemberian layanan dan bersifat online sehingga dapat menyesuaikan 
diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. 
II.3.2. Indikator Kinerja Palayanan 
 Pengukuran kinerja pelayanan publik seringkali dipertukarkan dengan 
pengukuran kinerja pemerintah. Hal ini tidak lah terlalu mengherankan karena 
pada dasarnya pelayanan publik memang menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Dengan demikian, ukuran kinerja pemerintah dapat dilihat dari kinerjanya dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik. 
 Pengukuran kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan 
instrumen pengukuran kinerja pelayanan yang telah dikembangkan oleh 
Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam buku mereka yang diberi judul 
Delivering Quality Service. Menurut mereka (Zeithaml, Parasuraman dan Berry), 
ada sepuluh indikator kinerja pelayanan, yaitu: 
1. Ketampakan fisik (Tangible) 
2. Reliabilitas (Reliability) 
3. Responsivitas (Responsiveness) 
4. Kompetensi (Competence) 
5. Kesopanan (Courtessy) 
6. Krediabilitas (Credibility) 
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7. Keamanan (Security) 
8. Akses (Accsess) 
9. Komunikasi (Communication) 
10. Pengertian (Understanding the customers) 
 Contoh-contoh pertanyaan yang dapat dikembangkan dari indikator-
indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini melalui instrumen 
pengukuran kinerja pelayanan. 
Tabel 1.1. Instrumen Pengukur Kinerja Pelayanan 
No Indikator Contoh Pertanyaan Yang Dikembangkan 
1 Tangible  Apakah fasilitas operasioanal sesuai dengan 
kebutuhan dalam pelaksanaan tugas ? 
 Apakah fasilitas tersebut cukup mudah 
didapat dan dioperasionalkan serta dapat 
menghasilkan output yang berkualitas atau 
bagus ? 
 Apakah infrastruktur pendukung selalu 
memenuhi standar kualitas dan memenuhi 
perubahan kebutuhan konsumen ? 
2 Reliability  Sejauhmana informasi yang diberikan 
kepada klien tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan ? 
 Apakah konsumen segara mendapatkan 
perbaikan apabila terjadi kesalahan ? 
3 Responsiveness  Bagaimana respon provider jika ada klien 
yang komplain ?  
 Apakah provider memberi penyelesaian 
secara tepat ? 
4 Competence  Kesesuaian antara kemampuan petugas 
dengan fungsi/tugas 
 Apakah provider cukup tanggap dalam 
melayani klien ? 
 Apakah organisasi mengadakan pelatihan 
untuk meningkatkan kemampuan aparat 
sesuai dengan perkembangan/perubahan 
tugas ? 
5 Courtessy  Bagaimana sikap petugas dalam 
memberikan pelayanan kepana klien ? 
 Apakah tugas cukup ramah dan sopan ? 




 Apakan biaya yang dibayarkan oleh klien 
sesuai dengan output/jasa yang diperoleh ? 
 Apakah petugas selalu ada selama jam 
kerja? 
7 Security  Apakah ada jaminan keamanan/keselamatan 
terhadap klien dalam mekanisme tersebut ? 
8 Accsess  Bagaimana klien mendapatkan informasi ? 
 Apakah klien murah dan mudah 
menghubungi petugas untuk mendapatkan 
pelayanan ? 
9 Communication  Bagaimana petugas menjelaskan 
prosedur/mekanisme untuk mendapatkan 
pelayanan ? 
 Apakah klien segera mendapatkan respon 
jika terjadi kesalahan ? 
 Semua keluhan atau pengaduan akan 
dijawab dengan segera dan jika perlu 
keluhan atau pengaduan diberi follow-up 
secara detail. 
 Ketersediaan feedback lewat radio (feedback 
interactive) 
10 Understanding the 
customers 
 Apakah provider tanggap terhadap 
kebutuhan klien ? 
II.4. Penyuluh Pertanian 
Departemen Pertanian Republik Indonesia mendefenisikan penyuluhan 
sebagai suatu upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat 
pelaku agribisnis terutama melalui pendidikan non formal di bidang pertanian 
agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial dan 
politik sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan 
kesehjateraan mereka. Sedangkan Pertanian adalah seluruh kegiatan manusia 
dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai, 
dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk 
mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, 
yang mencakup usaha hulu, usahatani, usaha hilir dan usaha jasa penunjang. 
Tujuan penyuluhan adalah terjadinya perubahan perilaku sasarannya. Hal 
ini merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat 
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diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan indera manusia. 
Dengan demikian penyuluhan dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku 
di kalangan masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan, kemauan dan 
kemampuan serta memiliki keterampilan dalam melaksanakan perubahan-
perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan 
kesehjateraan masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan pertanian. 
Dengan kata lain, penyuluhan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pola 
perilaku manusia terbentuk, perilaku manusia dapat berubah atau dirubah 
sehingga mau meninggalkan kebiasan yang lama dan menggantinya dengan 
perilaku baru yang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. 
Penyuluh merupakan orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang 
memberikan pendidikan, bimbingan dan mengatasi berbagai masalah seperti 
pertanian, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyuluh 
memberikan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab 
dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja yang dalam 
pelaksanaannya dibantu oleh Babinsa terutama dalam pelaksanaan gerakan 
serentak serta pengawalan dan pengamanan bantuan pemerintah. 
Penyuluh Pertanian adalah perorangan yang melakukan kegiatan. 
Penyuluhan pertanian  Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian 
untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. 
Dalam melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, 
pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan serta 
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pengembangan penyuluhan pertanian terdapat tujuh fungsi Penyuluh Pertanian 
yaitu : 
1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; 
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke 
sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat 
mengembangkan usahanya; 
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan 
kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; 
4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam 
menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi  
5. Ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola 
berusaha yang baik, dan berkelanjutan; membantu menganalisis dan 
memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang 
dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;  
6. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap 
kelestarian fungsi lingkungan; dan  
7. Melembagakan nilai -nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan 
modern bagi pelaku utama berkelanjutan 
Penyuluh juga bertugas ikut membantu pelaku usaha pertanian untuk 
mengembangkan jejaring dan kemitraan usaha. Serta penyuluh bertugas untuk 
melakukan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan 
kepada kepala instansi masing-masing mulai di tingkat kecamatan kabupaten 
dan di tingkat provinsi. 
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Di Indonesia sektor pertanian masih menjadi salah satu andalan 
masyarakat, selain itu sektor pertanian secara statistik masih cukup potensial 
untuk bisa dikembangkan baik dari areal lahan maupun kependudukan yang 
bergerak disektor ini. 
Kementerian Pertanian menggulirkan Upaya Khusus (UPSUS) 
Percepatan Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai, atau populer 
dengan sebutan Upsus Pajale. Mulai tahun 2015 sampai tahun 2019, khususnya 
untuk komoditas padi, Upsus Pajale mentargetkan produksi padi tahun 2015 
mencapai 73,4 juta ton, atau meningkat sekitar 4% dari produksi padi tahun 
2014. 
Target tersebut menunjukkan bahwa swasembada padi akan tercapai 
pada tahun 2015. Bahkan Kementerian Pertanian pun mentargetkan Indonesia 
bisa mengekspor 1 juta ton beras pada tahun 2015. Program ini dimaksudkan 
untuk menjamin ketahanan dan kemandirian pangan serta menghadapi 
perdagangan bebas. Pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada 
pangan dijadikan indikator kinerja kelembagaan bagi penyuluhan pertanian dan 
penyuluh lapangan termasuk penyuluh kontrak.  
Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah penghasil padi terbesar di 
provinsi sulawesi selatan, Peningkatan di sektor pertanian ini tidak lepas dari 
kerja sama antara penyuluh, masyarakat dan dinas yang terkait.  Penyuluh di 
kabupaten Pinrang di naungi oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan Dan Kehutanan (BP4K), bekerja sama dengan dinas pertanian, 
perikanan dan kehutanan. Di setiap kecamatan kabupaten pinrang BP4K 
menetapkan lokasi bagi penyuluh yang di sebut BP3K (Balai Penyuluh Pertanian, 
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Perikanan dan Kehutanan). Selain itu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) kabupaten pinrang juga menerapkan kinerja 
pelayanan yang menyangkut hasil pekerjaan, kecepatan kerja yang dilakukan 
sesuai dengan harapan masyarakat dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan 
pekerjaan. 
Salah satu program yang dijalankan yaitu swasembada pangan dari 
pemerintah pusat “UPSUS Pajale”. Program Upsus pajale ini telah berjalan 
selama satu tahun di Kabupaten Pinrang, setiap enam bulannya akan dievaluasi 
oleh menteri pertanian dan menilai bagaimana kinerja penyuluh pertanian dalam 
melayani masyarakat atau petani sesuai program ini. 
Bupati kabupaten Pinrang bekerja sama dengan para TNI kabupaten 
pinrang dalam memantau program ini. Seluruh babinsa setiap BP3K di masing-
masing kecamatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan sebagai 
upaya mensukseskan Program “UPSUS Pajale”. Program ini Menjadi acuan bagi 
penyuluh pertanian untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan 
yang baik untuk mencapai target swasembada pangan. 
II.5. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 
penting (Sugiono, 2010:65). 
Pelayanan penyuluh BP4K kabupaten Pinrang menjadi pusat perhatian 
bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten Pinrang, salah satunya pelayanan 
penyuluh di BP3K (Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan 
Kehutanan) Kecamatan Patampanua. Pelayanan penyuluh sangat di perlukan 
42 
 
untuk meningkatkan ekonomi kabupaten Pinrang dengan memberikan 
penyuluhan-penyuluhan tentang program yang telah dibuat dari pemerintah 
pusat maupun kegiatan-kegiatan yang direncanakan atau biasa disebut SKP 
(Sasaran Kinerja Pegawai ) oleh penyuluh. Hal ini bertujuan untuk memberikan 
pelayanan yang baik dengan tujuan tercapainya kepuasan seluruh masyarakat. 
Untuk menentukan Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian di Balai 
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Patampanua 
Kabupaten Pinrang, kerangka konsep dari penelitian ini menggunakan instrumen 
pengukuran kinerja pelayanan yang telah dikembangkan oleh Zeithaml, 
Parasuraman dan Berry yang hanya menggunakan lima indikator dari sepuluh 
indikator, dikarenakan lima indikator ini sesuai dengan tugas dan fungsi penyuluh 
pertanian dalam mengetahui kinerja pelayanan, indikator tersebut meliputi: 
1. Ketampakan fisik (Tangible) : Hal yang menyangkut tentang fasilitas 
operasional penyuluh baik di kantor atau dilapangan dan fasilitas atau 
bantuan dari pemerintah untuk anggota kelompok tani (masyarakat) 
serta fasilitas pendukung lainnya. 
2. Reliabilitas (Reliability) : Hal yang menyangkut tentang pemberian 
informasi baru dari penyuluh pertanian ke setiap anggota kelompok tani, 
kehandalah dalam memberikan pelayanan. 
3. Responsivitas (Responsiveness) : Hal yang menyangkut tentang daya 
tanggap atau respon penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan 
apabila anggota kelompok tani ingin berkonsultasi dan apabila anggota 
kelompok tani mengatasi masalah dilapangan. 
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4. Kompetensi (Competence) : Hal yang menyangkut tentang kemampuan 
dan pengetahuan penyuluh pertanian dalam menjalankan 
tugas/fungsinya, pelatihan-pelatihan yang didapat serta keterampilan 
penyuluh pertanian. 
5. Akses (Accsess) : Hal yang menyangkut tentang kemudahan anggota 











































Kinerja Pelayanan : 
1. Ketampakan fisik (Tangible) 
2. Reliabilitas (Reliability) 
3. Responsivitas (Responsiveness) 
4. Kompetensi (Competence) 






III.1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan 
informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna 
dengan mendeskripsikan sesuatu masalah, sehingga dapat di pahami tentang 
Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan  Patampanua Kabupaten Pinrang. 
III.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga 
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka 
mengetahui dan memahami Kinerja  Pelayanan Penyuluh Pertanian di Balai 
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Patampanua 
Kabupaten Pinrang. 
III.3. Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat (petani) di 
Kecamatan Patampanua dan Penyuluh Pertanian di Balai  Penyuluh Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. 
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III.4. Sumber Data 
Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini 
dibedakan atas dua jenis yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer atau data pokok merupakan data yang diperoleh penulis 
dengan terjun langsung ke objek penelitian, dalam hal ini melakukan wawancara 
dan observasi ke beberapa dinas terkait, diantaranya: 
a. Wawancara 
 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 
respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2006:157). Wawancara dilakukan 
dengan masyarakat (petani) di Kecamatan Parampanua Kabupaten 
Pinrang dan Penyuluh Pertanian BP3K Kecamatan Patampanua 
Kabupaten Pinrang. 
b. Observasi  
 Menurut Young dan Schimdt (1973) observasi adalah sebagai 
pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-
fenomena yang nampak (Pasolong, 2012:131). Observasi dalam hal ini 
dilakukan untuk melihat pelayanan Penyuluh Pertanian  kepada 





2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau 
catatan, tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang 
mendukung kelengkapan data primer. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari 
data-data yang diambil oleh penulis dari data instansi, diantaranya: 
1. Data Laporan Kegiatan/Program Yang dijalankan Penyuluh Pertanian 
BP3K Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. 
2. Data Program UPSUS Pajale Swasembada Pangan di Kabupaten 
Kecamatan Patampanua Pinrang. 
III.5. Narasumber dan Informan 
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah 
1. 12 Anggota kelompok tani (masyarakat) Kecamatan Patampanua 
Kabupaten Pinrang 
2. 5 Orang Pegawai Penyuluh Pertanian di BP3K Kecamatan 
Patampanua Kabupaten Pinrang 
III.6. Lokasi Penelitian. 
1. Kelurahan atau Desa Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. 
2. BP3K Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. 
III.7. Teknik Pengumpulan Data 
1. Kepustakaan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 
menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan 
yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang 
berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan 
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bersumber pada laporan-laporan, dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Studi Lapangan, dimana peneliti mengamati apa yang dilihat, 
didengar dan dialami dalam proses pengumpulan data dilapangan. 
III.8. Analisis Data 
Tehnik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 
analisis data deskriptif kualitatif, dimana pemaparan kenyataan yang peneliti 
peroleh dari lapangan  yang kemudian dianalisis dan dinarasikan  sesuai dengan 
mekanisme penulisan skripsi. 
III.9. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian 
di Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan 
Patampanua Kabupaten Pinrang. Pemberian pelayanan melalui kinerja dalam 













GAMBARAN UMUM  DAN HASIL PENELITIAN 
IV.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Kecamatan 
Patampanua Kabupaten Pinrang dan gambaran umum Balai Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Patampanua 
Kabupaten Pinrang. Penulis memberikan gambaran umum, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian pada saat pengambilan data 
yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.  
IV.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang 
IV.1.1.1. Letak Geografis dan batas wilayah  
Secara geografis Kecamatan Patampanua terletak antara 04° 10' 30” - 
30° 19' 13"  Lintang Selatan dan 119° 26' 30" - 119° 47’ 20" Bujur Timur. Luas 
wilayah Kecamatan Patampanua adalah 13.685 KM2. . 
Tabel 1.2 Potensi dan Luas Kecamatan Patampanua 
NO POTENSI LUAS (Ha) 
1 Sawah : 
a. Berpengairan Tenis 




2 Kolam 353,63   
3 Rawa 77,75  
4 Tegalan/Kebun 3.372,36  
5 Pekarangan 345,40  
6 Hutan Lindung 1.956,60  
7 Hutan Kritis 535,00  
8 Lain-Lain 1.945,26  
Jumlah 13.685,00 Ha 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Patampanua 2015 
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Kecamatan patampanua terletak dibagian timur Kabupaten Pinrang yang 
di batasi oleh Kecamatan Batulappa sebelah utara dan Kecamatan Duampanua, 
Kabupaten Sidrap sebelah timur, Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan 
paleteang sebelah selatan serta Kecamatan Cempa sebelah barat. 
IV.1.1.2. Daftar Desa/Kelurahan  
Secara administratif Kecamatan patampanua memiliki tujuh desa dan 
empat kelurahan. Berikut daftar nama desa/kelurahan di Kecamatan 
patampanua Kabupaten Pinrang. 
Tabel 1.3. Daftar Desa dan Kelurahan Kecamatan Patampanua  
No. Desa kelurahan Kode Pos Kecamatan Kabupaten Provinsi 
1 Kelurahan   
Benteng 












91252 Patampanua Pinrang Sulawesi 
Selatan 
5 Desa Mattiro 
Ade 




91252 Patampanua Pinrang Sulawesi 
Selatan 
7 Desa Pincara 91252 Patampanua Pinrang Sulawesi 
Selatan 








91252 Patampanua Pinrang Sulawesi 
Selatan 
11 Desa Masolo 91252 Patampanua Pinrang Sulawesi 
Selatan 




IV.1.2. Gambaran Umum BP3K Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang 
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 
Kecamatan Patampanua merupakan salah satu balai yang telah ditetapkan oleh 
BP4K kabupaten Pinrang yang terletak di Kecamatan Patampanua 03°42'20.6" 
Lintang Selatan, 119°39'58.9" Bujur Timur. 
IV.1.2.1. Visi dan Misi BP3K Patampanua  
 
Gambar 2. Visi dan Misi BP3K Patampanua 
Visi BP3K Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang “Terwujudnya 
lembaga penyuluhan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan 
prima keoada pelaku utama dan pelaku usaha agar terciptanya peningkatan 
kapasitas dan daya saing demi tercapai swasembada dan ketahanan pangan 
yang menuju masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera”. Visi tersebut 
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dijabarkan dalam Misi BP3K Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang 
sebagai berikut : 
1. Menyusun dan mengembangkan Programa Penyuluhan yang sesuai 
dengan kebutuhan petani,potensi wilayah dan sejalan dengan kebijakan 
dari Programa Penyuluhan Nasional serta melakukan percontohan dan 
pengkajian teknologi spesifik logika komoditas unggulan lokas berbasis 
pedesaan berdasarkan kearifan lokal. 
2. Membangun sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan petani 
yang handal, profesional, mandiri, inovatif, kreatif dan berwawasan global 
sehingga memiliki kapasitas dan daya saing yang tinggi. 
3. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan 
pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan sebagai upaya untuk 
meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan 
kesejahteraannya serta kesadaran dalam kelestarian fungsi lingkungan 
hidup. 
4. Mendorong dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang 
tangguh, memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh 
melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. 
5. Mempafisilitasi akses informasi teknologi, pasar dan pembiayaan serta 
menjalin kerjasama dan jejaring kemitraan pelaku utama dan pelaku 
usaha. 
6. Mendorong partisipasi aktif petani dan keluarganya serta pelaku usaha 
petani lainnyadalam pelaksanaan penyuluhan. 
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7. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi,penataan usaha dan 
rumah tangga serta sistem informasi teknologi dan publikasi yang 
akuntabel dan transparan. 
IV.1.2.2. Struktur Organisasi BP3K Patampanua 
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Nuraini. K, SP 
PPL Kel. 
Benteng 
Sitti Hasnah, SPi 
PPL Kel. 
Maccarinnae 
Azis Thaba, SP 
PPL Kel. 
Tonyamang 










1. Kepala BP3K  
c. PPK (Pmpinan Penyuluh Kecamatan) 
d. PHP (Pengamat Hama dan Penyakit) 
e. SEKWAN (Sekretaris Ketahanan Pangan) 
2. PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) 
3. PPL (Penyuluh Perikanan Pangan) 
4. Penyuluh Kehutanan 
5. Gapoktan/Kelompok Tani 
IV.1.2.3. Data Ketenagaan Penyuluh BP3K dan Data KelompokTani 
Kecamatan Patampanua  
 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) kecamatan patampanua didukung 
oleh tenaga harian lepas 6 orang, dan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan 
kehutanan (PNS) 12 orang. Berikut data tenaga kerjadan THL BP3K 
Patampanua. 
Tabel 1.4. Daftar Tenaga Kerja Penyuluh dan THL BP3K 
NO NAMA JABATAN GOLONGAN/PANGKAT 









3. Mursalim, SP. M.Si Pengamat Hama 
Padi (PHP)  
IV B/Penata Tingkat 
Satu 




IV B/Penata Tingkat 
Satu 
5. Hasnah, SP Tenaga Harian 
Lepas (THL) Pusat 
 
- 
6. Mariani, SP Tenaga Harian 





7 Hamrial, SP Penyuluh Pertanian III C/Penyuluh 
Pertanian Pelaksana 
8 Opon Karmawati, S.Pi Penyuluh Perikanan III C/Penata Muda 







10 Hamzah Penyuluh 
Kehutanan 
II D/Pengatur Tk.I 
 
11 Yusda, SP Penyuluh Pertanian III C/Penata Muda 





13 Azis Thaba, SP Penyuluh Pertanian III B/Penyuluh Tingkat 
Pertama (Penata Muda) 
14 Sitti Hasnah, S.Pt Penyuluh 
Peternakan 
III D/Penata Tingkat 
Satu 
15 Elisya Nuraini. K, SP Penyuluh Pertanian III C/Penyuluh 
Pertanian Muda 
16 Nur Hasanah, S.Pi Penyuluh Perikanan III C/Penata Muda 





18 Hermanto Tenaga Harian 
Lepas (THL) Pusat 
 
- 
     Sumber : Laporan Programa Penyuluh BP3K Patampanua 2015 
IV.2. HASIL PENELITIAN  
IV.2.1. Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian di Badan Pelaksana 
 Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten 
 Pinrang 
Negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan warga 
Negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya, karenanya peningkatan  
pelayanan (quality of service) akan semakin penting. 
Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan perwujudan dari fungsi 
aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi 
aparatur Negara karena dapat menjadi tolak ukur langsung oleh masyarakat 
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dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini pun juga di 
perjelas di dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik  disebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat sekurang-kurangnya 
memenuhi standar yaitu: dasar hukum, persyaratan, system, mekanisme,  
prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan 
prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan 
pengaduan, saran, masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang 
memberikan kepastian waktu, jaminan keamanan dan keselamatan, serta 
evaluasi kinerja pelaksana 
Dalam rangka mempermudah dan mempercepat akses pelayanan, 
Pemerintah menuntut para pemberi layanan untuk meningkatkan kinerja yang 
menyangkut dengan kinerja pelayanan yang dimana hasil pekerjaan, kecepatan 
kerja yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat dan ketepatan waktu 
dalam menyelesaikan pekerjaan. 
Dengan adanya kinerja pelayanan, mayarakat dapat memperoleh 
pelayanan publik yang lebih baik, salah satunya pelayanan yang diberikan oleh  
Penyuluh Pertanian di BP3K di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang 
yang terjun langsung untuk memberikan penyuluhan dan menyelesaikan 
masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Disamping itu hal ini akan menjadi 
salah satu indikator dalam keberhasilan Pemerintah Daerah menjalankan 
fungsinya sebagai abdi Negara maupun sebagai abdi masyarakat. Hal ini 
diperjelas dalam Undang-Undang No.16 Pasal 29 tentang Peran Serta dan Kerja 
Sama Penyuluh adalah Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan 




Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi Pertanian di Kabupaten 
Pinrang, hal ini tidak luput dari kerja sama antara Penyuluh Pertanian, Petani 
(Masyarakat) dan Dinas Pertanian. Data peningkatan produksi pertanian di 
Kabupaten Pinrang dari tahun 2011-2014 disajikan di lampiran.  
Pada dasarnya, terdapat beragam alat ukur, tolok ukur, parameter, atau 
indikator kinerja pelayanan publik karena pihak yang menentukan kualitas yang 
beragam, berikut sudut pandangnya. Secara sederhana dapat dikatakan kinerja 
pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan 
atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan 
yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan. Jika kenyataan lebih dari 
yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan bermutu. Sedangkan jika 
kenyataannya kurang dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan 
tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan harapan maka pelayanan 
tersebut memuaskan. 
Untuk menentukan Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian di Balai 
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Patampanua 
Kabupaten Pinrang, digunakan instrumen pengukuran kinerja pelayanan yang 
telah dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam bukunya yang 
diberi judul Delivering Quality Service, dimana untuk mengukurnya digunakan 
lima dimensi kinerja pelayanan dari sepuluh indikator yang ada, yaitu: Tangibles, 
Reability, Responsiveness, Competence, dan Accsess. 
IV.2.1.1. Tangibel 
Tangibles (Kenampakan fisik) menyangkut  kemampuan Penyuluh 
Pertanian di BP3K Kecamatan Patamapanua untuk menunjukkan eksistensinya 
kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 
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fisik, keadaan lingkungan sekitarnya, serta bukti nyata dari kinerja yang di 
wujudkan dalam pelayanan yang di berikan oleh pemberi jasa. Jadi Tangibles 
mencakup pelayanan berupa fasilitas fisik perkantoran, perlengkapan, 
kebersihan dan sarana komunikasi, ruang tunggu, tempat informasi. Karena 
pelayanan yang baik itu adalah memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk 
lebih membirikan kenyamanan dan ketertiban dalam memberikan pelayanan. 
Seperti yang di kemukakan oleh Bapak HS Kepala BP3K Kecamatan 
Patampanua Mengatakan : 
“Kalau masalah fasilitas atau bantuan untuk petani yang bertanggung 
jawab disini PPK (Penyuluh Pertanian Kecamatan) yang menangani yaitu 
pak Thamrin. Kalau saya disini untuk mengkoordinasi penyuluh, penyuluh 
disini tugasnya penyampai pesan atau informasi yang baru untuk para 
petani atau masyarakat dilapangan. Kalau fasilitas kantor juga dari pusat 
dikirim kesetiap BP3K dan saya rasa fasilitas disini cukup memadai 
karena ada kursi, meja, lemari, komputer, tv, papan informasi, struktur 
organisasi, bahkan ada juga motor dinas. Tetapi ada juga yang kita beli 
seperti kipas angin. Masalah bangunnanya juga cukup memadai karena 
ada ruangan pegawai, ada ruangan khusus komputer ada juga ruangan 
rapat.” 
  (Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
 Dari wawancara diatas kepala BP3K hanya bertugas dalam mengawasi 
dan mengkoordinasikan setiap penyuluh, menyampaikan informasi-informasi 
baru, menilai kinerja penyuluh. Dalam hal fasilitas kantor dapat dikatakan baik 
karena ada berbagai macam fasilitas yang masih layak di gunakan, seperti 
halnya komputer yang digunakan sebagai fasilitas penyuluh untuk membuat 
programa yang direncanakan. Sedangkan pada masalah fasilitas untuk setiap 
anggota kelompok tani seperti pupuk, benih padi, kontraktor (dompeng), bantuan 
irigasi atau bantuan lainnya tidak dipertanggungjawabkan oleh kepala BP3K 
Patampanua tetapi di pertanggungjawabkan oleh PPK, hal ini dibenarkan oleh 
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hasil wawancara dengan Bapak T yang menjabat sebagai PPK (Penyuluh 
Pertanian Kecamatan) mengatakan: 
“Kalau masalah fasilitas atau bantuan untuk petani saya yang 
bertanggung jawab, karena saya sebagai PPK jabatan rangkap, cuman 
saya sebagai PPK ini sebagai perpanjangan tangan yang memiliki tugas 
PPK  yang mengatasi bantuan-bantuan atau bakso dari pusat untuk 
petani seperti program barunya ini UPSUS Pajale, yang dimana program 
ini berupa bantuan Pupuk, Benih, Dompeng, Perbaikan Jaringan Irigasi 
Tingkat Usaha Tani (JITU) Optimalisasi Lahan (OPLA), Gerakan 
Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPTT), Percetakan Sawah Baru, Pola 
Seri. Saya sebagai koordinator proyek atau program dari pemerintah 
untuk pembangunan Pertanian, petani juga diberikan kesempatan untuk 
meminta bantuan melaui saya dengan cara mengajukan proposal lengkap 
dengan nama kelompok tani, ketua, sekretaris, bendahara, anggota, 
alasan meminta bantuan dan bantuan seperti apa. Kalau sudah membuat 
proposal nanti saya ajukan ke BP4K dan BP4K mengajukan di Dinas 
Pertanian, Dinas Pertanian yang akan memproses ke Pemerintah Pusat. 
Disinimi saya juga bisa meningkatkan kinerja saya dengan pelayanan, 
saya juga seperti halnya penyuluh mengerjakan tugas layaknya penyuluh 
tapi saya dituntut untuk mengetahui keadaan keseluruhan wilayah 
Kecamatan Patampanua ini bersama denga Sekreteris Ketahanan 
Pangan (SEKWAN) Kecamatan Patampanua.” 
(Wawancara  Hari Jumat, 15 januari 2016)  
 Dalam hal penyediaan fasilitas atau bantuan bagi setiap anggota 
kelompoktani Bapak T sebagai PPK ini berusaha memberikan yang terbaik. 
Membantu anggota kelompoktani yang ingin mendapatkan bantuan dengan cara 
mengajukan proposal setelah itu diajukan kedinas yang terkait. Sehingga hal 
tersebut memberikan kepuasan bagi setiap anggota kelompoktani 
seperti yang di kemukakan Bapak Y anggota kelompok tani Sassang  
Desa Leppangang yang mengatakan : 
“Fasilitas yang dikasikanki baik dan bagus seperti tanaman padi legogo, 
supaya padi bagus tanamannya. Ada juga ini bantuan dari program 
UPSUS pemerintah, seperti bantuan perbaikan irigasi dan ini 
dilaksanakan oleh penyuluh. Bantuannya bagusji, karena selama ini 
setiap ada bantuan saya dapat terus. Disini di kelompok tani sassang 
memerlukan pemekaran karena terlalu luas lahannya, bantuan juga tidak 
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merata kalau tidak di bagi ini kelompok sassang, setau saya yang sudah 
peraturan yang dijelakan ibu penyuluh ini kalau masing-masing luas lahan 
25 hektar/kelompok tani. Jadi ada sebagian yang tidak dapat bantuan 
karena itumi tadi luas lahan besar baru anggota kelompok tani sassang 
banyak,itumi perluki pemekaran kelompok ini supaya dapat semua. 
Bantuannya juga ada seperti dompeng, satu dompeng untuk kelompok 
tani sassang dan masih berfungsi, ada juga sanggar kelompok tani yang 
dibangun, sanggari ini dananya dari bantuan pemerintahji. Kita anggota 
kelompoktani diusulkan untuk membuat proposal bantuan dana 
sanggartani dan akhirnya dapatki bantuan.” 
(Wawancara Hari Senin, 18 Januari 2016) 
 Hal ini juga didukung juga dari pernyataan Bapak S ketua Kelompok tani 
Padaidi Kelurahan Teppo mengatakan : 
“Untuk sarana dan prasarana alhamdulillah bagus sekali karena 
penyuluh-penyuluh itu sudah sampai dilokasikan, dulu itu penyuluh 
dikantor saja sekarang sudah disawah langsung. biasaki dapat bantuan 
juga macam bantuan pupuk, benih.” 
(Wawancara Hari Rabu, 06 Februari 2016) 
 Berdasarkan dua anggota kelompoktani diatas, fasilitas atau bantuan 
tidak hanya mengenai bantuan bibit padi dan benih tetapi ada bantuan atau 
fasilitas lainnya sebagai penunjang setiap anggota kelompoktani masing-masing 
desa/kelurahan seperti halnya kontraktor (dompeng) dan sanggartani disetiap 
wilayah sebagai tempat pertemuan antara penyuluh dan anggota kelompoktani 
setempat. Fasilitas di BP3K lengkap dan keadaan atau situasi kantor juga baik 







Gambar 4.  Fasilitas Kantor BP3K Patampanua 
 
    
 Fasilitas di atas merupakan fasilitas yang ada di kantor BP3K 
Patampanua seperti kantor, pengukur curah hujan. Sedangkan Bantuan untuk 
anggota kelompoktani seperti kontraktor (dompeng), bantuan pupuk, bantuan 
dalam memperbaiki saluran irigasi.  
 Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa fasilitas-fasilitas yang 
didapatkan oleh petani dilapangan cukup baik, setiap kelompok tani 
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mendapatkan fasilitas atau bantuan, cuman perlunya pemekaran kelompok tani 
karena ada beberapa desa atau kelurahan yang setiap kelompok memiliki lahan 
sawah yang luas, sedangkan setiap kelompok tani hanya memiliki hak 25 hektar 
luas lahan untuk mendapatkan bantuan, agar bantuan itu bisa merata, hal ini 
telah menjadi ketentuan dari pemerintah. Begitupun dengan fasilitas-fasilitas di 
BP3K Kecamatan Patampanua sudah baik karena dari wawancara dan 
pengamatan penulis.  
IV.2.1.2. Reliability 
Kehandalan (Reliability), yaitu: kemampuan memberikan pelayanan 
kepada pelanggan sesuai dengan yang di harapkan, seperti kemampuan 
seringnya memberikan infomasi baru dan kemampuan mempertanggung 
jawabkan informasi yang disampaikan serta kemampuan dalam melayani. Untuk 
mengukur kinerja pelayanan penyuluh pertanian di BP3K kecamatan 
Patampanua Kabupaten Pinrang banyak hal yang bisa kita perhatikan, salah 
satunya seperti proses dalam pemberilan pelayanan yang menyangkut 
pemberian informasi-informasi baru. Berikut foto proses pelayanan di BP3K 
Patampanua. 




Foto diatas terlihat bagaimana proses pelayanan penyuluh pertanian 
dalam menanggapi anggota kelompoktani yang langsung mendatangi kantor 
BP3K, memberikan infromasi baru yang jelas. 
Dari pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh  
penulis, menunjukkan bahwa dalam proses pemberian pelayanan penyuluh 
pertanian di lihat dari tugas penyuluh pertanian yaitu melakukan penyuluhan 
yang terjun langsung kelapangan, memberikan pelayanan yang baik dengan 
cara meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi 
petani seperti koperasi tani, membantu pelaku usaha pertanian untuk 
mengembangkan jejaring dan kemitraan usaha. Selain itu seringnya Penyuluh 
Pertanian memberikan informasi-informasi baru tentang bantuan dari Pemerintah 
atau program-program baru yang di tetapkan oleh pemerintah serta pertanggung 
jawaban dari informasi yang di sampaikan. 
Hal ini dibernarkan oleh Bapak HS Kepala BP3K Patampanua, yang 
mengatakan: 
“Penyuluh menyampaikan informasi kepada petani itukan sudah 
kewajiban memang. Saya selaku Kepala BP3K diberikan informasi baru 
dari BP4K atau dinas baik itu tentang bantuan atau masalah teknis 
penyuluh dalam melakukan tugas terus setelah saya terima saya 
sampaikan kepada penyuluh dan penyuluh menyampaikan atau 
mensosialisasikan adan mengimplementasikan kepada petani. Saya juga 
seperti itu memberikan informasi kelapangan, misalnya ada pemekaran 
kelompok baru saya terjung langsung juga kelapangan sebagai kepala 
BP3K menjelaskan bagaimana tujuan dan maksud pemekaran kelompok, 
aturan-aturan pemekaran kelompok. Informasi seperti ini jelas karena 
peraturan mengenai pemekaran kelompok tani ini sudah jadi 
peraturannya pemerintah.” 
(Wawancara  Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
Wawancaran dengan Bapak HS dilakukan setelah selesainya kegiatan 
pemekaran kelompok tani di Desa Sipatuo dan dari hasil pengamatan penulis, 
kegiatan pemekaran kelompok ini berjalan sesuai dengan prosedur pelayanan 
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karena informasi atau aturan-aturan untuk pemekaran kelompok di jelaskan 
dengan baik dan jelas oleh Kepala BP3K Kecamatan Patampanua, kegiatan ini 
juga di hadiri oleh Penyuluh yang bertugas di wilayah ini, Penyuluh Pertanian 
yang bertugas juga menindak lanjuti pemekaran kelompok ini. 
hal ini didukung dari wawancara dengan Bapak MS  Ketua kelompok tani 
dabo satu Desa Sipatuo mengatakan : 
“Penyuluh selaluji memberikan informasi baru baik itu di sawah atau ke 
kantornya, biasa diberikan informasi-infromasi baru tentang bantuan atau 
program baru. Informasi yang disampaikan di pertanggung jawabkanji 
dan dilaksanakanji. 
(Wawancara  Hari Senin, 11 Januari 2016) 
 Dari pernyataan Bapak MS di atas Informasi yang diberikan oleh 
penyuluh pertanian sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan  .Hal ini juga 
didukung oleh pernyataan Bapak AHA  Ketua kelompok tani karya tani dari Desa 
Pincara yang Mengatakan : 
“Caranya memberikan informasi jelas, bagus dan bertanggung jawab, 
karena terbuktimi selama ini alhamdulillah kita rasakanmi hasilnya. 
Penyuluh memberikan arahan sama kita untuk melakukan kalau ada 
salah dan hasilnya juga bagus di lapangan.” 
(Wawancara Hari Jumat, 15 Januari 2016) 
 Pernyataan petani dari Desa Pincara tersebut di dukung oleh pernyataan 
Penyuluh di Wilayah tersebut  Ibu M yang mengatakan : 
“Kalau informasi itu memang kita sebagai penyuluh harus memberi 
tahukan kepada petani agar petani juga mengetahui informasi-informasi 
baru seperti halnya bantuan-bantuan dari pemerintah, informasi baru 
tentang penanggulangan masalah-masalah dilapangan. Informasi-
informasi itu kita dapatkan dari kepala BP3K. Hal itu sudah tugas dari 
penyuluh memberikan pelayanan dengan memberikan informasi baru dan 
dipertanggung jawabkan. Saya disini sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) 
itu tenaga bantu yang di tetapkan oleh menteri pertanian dari tahun 2007-
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2009. Kita juga sebagai THL di berikan infromasi baru, diberikan 
pengetahuan baru dan kita juga sebagai THL memiliki wilayah 
penyuluhan seperti saya di desa pincara. Kita bekerja seperti layaknya 
Pegawai Negeri Sipil tetapi yang memberdakan itu pada tingkat Laporan 
dan tingkat penggajian.” 
(Wawancara Hari Jumat, 15 Januari 2016) 
 Pernyataan dari anggota kelompoktani pincara dan penyuluh pertanian 
(THL) menegaskan bahwa dalam pemberian infromasi baru baik itu informasi 
bantuan atau program telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi penyuluh. 
Dari beberapa pernyataan wawancara diatas dan pengamatan penulis 
dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah dalam proses pemberian layanan 
kepada anggota kelompoktani. Anggota kelompoktani mengatakan, penyuluh 
dalam memberikan pelayanan berupa informasi baru tidak ada kendala yang 
berarti proses tersebut sudah baik dan dapat dipahami oleh setiap anggota 
kelompoktani. 
IV.2.1.3. Responsivenees 
Gambar 6. Respon Penyuluh 
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 Responsivitas (Responsiveness) adalah kesigapan atau daya tanggap 
setiap individu dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang 
cepat dan tangap, yang meliputi kesigapan dalam melayani, kecepatan karyawan 
serta penanganan keluhan.  
 Dari pengamatan dan wawancara penulis secara langsung, menunjukkan 
bahwa daya tanggap Penyuluh Pertanian BP3K Kecamatan patampanua dapat 
dilihat dari cara merespon petani yang memiliki masalah atau keluhan 
dilapangan, cara menyelesaikan masalah atau keluhan tersebut. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil wawancara dengan bapak SL petani dari kelompok tani dabo 
satu Desa Sipatuo mengatakan : 
“Iya penyuluh merespon dengan cepat, selalu bersedia untuk melayani 
bahkan kadang-kadang juga kita melapor ke kantornya langsung, 
kadang-kadang juga penyuluh langsung turun lapangan untuk menindaki 
lebih cepat masalah yang terjadi di sawah atau perkebunan. Tetapi juga 
saya pernah melaporkan masalah di kelompok tani ini penyuluh kurang 
menindaki masalah internal dalam kelompok ini, baru sekarang ini 
diadakan pertemuan untuk memekarkan kelompok tani. Itu juga penyuluh 
yang bertugas disini jarang mengunjungi lapangan, biasanya penyuluh 
yang datang disini cuman satu kali setiap satu minggu, jadi kita disini 
petani tidak terlalu akrab begitu dengan penyuluh.” 
(Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
 Berkaitan dengan pernyataan diatas, penulis mewawancarai penyuluh 
yang bertugas di Desa sipatuo, ibu OK mengatakan : 
“Kalau hal saya jarang ke Desa Sipatuo karena terkendala wilayah rumah 
saya jauh dari lapangan kerja dan saya juga tidak tau bawa motor dan 
jumlah petani disini sangat banyak ada 24 kelompok tani, setiap 
kelompok tani memiliki anggota lebih dari 30, apalagi saya disini sebagai 
Penyuluh Perikanan tapi di tempatkan di Kecamatan Teppo untuk 
mengatasi masalah Pertanian, biarpun begitu saya tetap menjalankan 
tugas karena penyuluh itu bersifat Polivalen yang artinya harus mampu 
mengetahui semua bidang penyuluhan seperti pertanian, perikanan, 
kehutanan. Saya dengar baru-baru informasi bahwa tahun depan tidak 
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akan lagi seperti itu, penyuluh akan ditempatkan diwilayah yang sesuai 
dengan bidangnya.” 
(Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
 Dari wawancara diatas, salah satu yang jadi masalah dalam respon 
penyuluh yang bertugas diwilayah tersebut ialah kendala dari jarak yang jauh 
antara rumah kelapangan serta banyaknya anggota kelompoktani yang ditangani 
penyuluh tersebut melebihi dari kapasitas penyuluh, sehingga penyuluh tidak 
terlalu aktif di setiap kelompok tani. Tidak hanya itu penempatan penyuluh juga 
yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan bidangnya. Tetapi hal ini berbeda 
dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu anggota 
kelompoktani Sassang dari Desa Leppangang, Bapak MY mengatakan: 
 “Kalau respon penyuluh disini alhamdulillah baik karena setiap kita punya 
masalah disawahta, ibu penyuluh memberikan saran dan langsung 
merespon bahkan selalu kelapangan untuk meninjau biasanya setiap 
minggu itu bisa dibilang 2-3 kali ke sawah ini, apalagi sekarang waktu 
penanam, jadi sawahta disini dilihat bagaimana keadaannya, apa ada 
masalah hama yang baru atau masalah lainnya.” 
(Wawancara Hari Senin, 18 Januari 2016) 
Hal ini didukung oleh pernyataan Penyuluh Pertanian yang bertugas di 
wilayah tersebut, ibu HS mengatakan : 
“Saya alhamdulillah merespon petaniji kalau ada keluhan atau komplain, 
sebagai penyuluh pastinya harus cepat merespon karena memang sudah 
seperti itu tugasnya penyuluh, memberikan arahan dan solusi apabila 
sawah mengalami masalah seperti terserang hama. Tidak hanya itu 
sebagai penyuluh harus berbaur dengan petani agar pelayananta untuk 
petani bisa di berikan dengan baik, karena penyuluh itu di tuntut untuk 
tidak kaku dan harus berbaur dengan petani sehingga petani tidak 
canggung untuk menyampaikan keluhannya kepada petani yang 
bertugas. Dikantor juga setiap harinya ada satu atau dua petani yang 
datang untuk berkonsultasi atau menyampaikan masalah, dan penyuluh 
yang bertugas pada hari itupun pasti harus merespon dan menanggapi 
petani yang datang.” 
(Wawancara Hari Senin, 18 Januari 2016) 
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Berbicara mengenai respon atau daya tanggap dari wawancara anggota 
kelompoktani dan penyuluh yang bertugas di Desa leppangang berbeda dengan 
wawancara dari desa sipatuo. Penyuluh Desa Leppangang memberikan respon 
dan daya tanggap kepada anggota kelompoktani dengan baik sesuai tugasnya. 
Dari beberapa hasil wawancara dapat dikatakan bahwa respon atau daya 
tanggap Penyuluh Pertanian tidak sepenuhnya baik, karena ada penyuluh yang 
bertugas di wilayah yang telah ditetapkan kurang berbaur dengan para petani 
dikarenakan jarangnya penyuluh tersebut turun lapangan. Tetapi hal tersebut 
berbeda dari hasil wawancara anggota kelompok di Desa atau Kelurahan lain 
yang mengatakan respon dan daya tanggap penyuluh yang bertugas baik. 
IV.2.1.4. Competence 
Kompetensi (Competence), merupakan kemampuan kerja setiap individu 
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai 
dengan standar yang ditetapkan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan yang 
diberikan. Level kompetensi seseorang terdiri dari dua bagian, bagian yang 
dapat dilihat dan dikembangkan disebut permukaan (surface) seperti 
pengetahuan dan keterampilan, bagian yang tidak dapat dilihat dan sulit 
dikembangkan disebut sentral atau inti kepribadian (core personality) seperti 
sifat-sifat, motif, sikap dan nilai-nilai. Untuk menilai kinerja pelayanan penyuluh 
pertanian BP3K Patampanua, hal yang diperhatikan yaitu pengetahuan, 
keterampian dan kemampuan penyuluh pertanian. Berikut foto penyuluh dalam 




Gambar 7. Pengetahuan Penyuluh 
    
Dari foto diatas, penyuluh pertanian memberikan penjelasan dan arahan 
kepada anggota kelompoktani mengenai masalah pemekaran kelompok tani. 
Penulis mewawancarai salah satu anggota kelompoktani saat acara pemekaran 
kelompoktani tersebut, Bapak S anggota kelompok tani dabo satu Desa Sipatuo 
mengatakan : 
“Penyuluh caranya menjelaskan sangat luar biasa dan jelas, karena kita 
 di berikan arahan bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah pada 
 padi, hama di padi, menjelaskan peraturan seperti tadi itu aturan 
 pemekaran kelompoktani, penjelasannya jelas dan dimengerti.” 
(Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
Hal ini didukung juga oleh pernyataan Bapak MS selaku Ketua kelompok 
tani dabo satu Desa Sipatuo mengatakan : 
“Penyuluh itu caranya menjelaskan tentang masalah pertanian bagus, 
biasa juga ada pelatihan yang dikasikanki namanya SL. Kalau ada 
pelatihan-pelatihan seperti itu penyuluh menjelaskan dengan baik. Ada 
juga pelayanan yang diberikan misalnya jaringan irigasi (JITU), biasa juga 
penyuluh kasiki saran bagaimana mengatasi hama di sawah.” 
(Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
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 Dari wawancara di atas, pengetahuan penyuluh pertanian sudah 
diterapkan dengan baik, cara penyampaian yang jelas serta adanya pelatihan 
yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian untuk anggota kelompoktani. Seperti 
yang di katakan oleh Bapak HS Kepala BP3K Patampanua, mengatakan : 
”Pelatihan juga diadakan untuk petani, pelatihan itu biasa di laksanakan di 
BP3K atau biasa juga ke BP4K mengikuti pelatihan. Pelatihnya itu dari 
provinsi,kabupaten atau penyuluh, biasa juga petani dipanggil kemassar 
mengikuti pelatihan ataukan di batang kaluku karena di batang kaluku itu 
ada memang tempat terkhusus untuk pelatihan. Tidak hanya itu 
pelatihan-pelatihan yang didapat penyuluh pastinya selalu ada, karena itu 
penyuluh setiap saat selalu dipanggil untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, 
masalah menambah keterampilannya, pengetahuannya. Karena penyuluh 
itu kalau tidak diberikan pelatihan tidak akan ada ketrampilan ataupun 
pengetahuan baru dan tidak bisa berkembang, sedangkan petani disini 
banyak sekali. Tetapi pelatihan-pelatihan ini biasanya tidak terprogram, 
kalau ditingkat kabupaten tidak terjadwal karena kadang ada kegiatan 
yang mendesak jadi sayas sebagai kepala BP3K pergi ke BP4K untuk 
pertemuan atau mengikuti pelatihan. Nah disitumi nanti pertemuan atau 
pelatihan ada informasi yang baru, kita sebagai kepala BP3K harus 
menyampaikan kepada penyuluh dan diteruskan kepetani.” 
(Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
 Pernyataan diatas hampir sama dengan apa yang di kemukakan oleh 
satu penyuluh pertanian, Ibu HM mengatakan : 
“Disini itu kita di berikan pelatihan untuk nantinya menambah 
pengetahuan, misalnya pelatihan pemilihan benih bermutu dengan 
memakai telur, air dan garam setelah itu kita terapkan dilapangan 
diberitahukan ke petani bagaimana cara pemilihan benih bermutu, 
memberitahukan bagaimana perbandingan yang bagus. Tidak hanya itu 
kita membawakan peralatan yang dibutuhkan dan kita mempraktekkan 
serta memberikan petunjuk. Pelatihan juga biasanya itu dilakukan di 
kantor disini BP3K atau BP4K biasa juga ada pertemuan di sanggar tani 
setiap kelurahan atau desa di sini.” 
(Wawancara Hari Rabu, 06 Januari 2016) 
 Dalam meningkatkan pengetahuan, penyuluh diberikan pelatihan baik itu 
tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi. Sehingga penyuluh pertanian juga 
memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota kelompoktani dan menjelaskan 
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mengenai infromasi baru yang di dapat dari pelatihan sebelumnya. Berikut foto 
pelatihan penyuluh pertanian dan anggota kelompok tani : 
Gambar 8. Pelatihan Penyuluh Pertanian Dan Anggota Kelompok Tani 
 
Keterampilan Penyuluh dalam mengelola barang tidak pakai yang dapat 
digunakan untuk menanam sayuran, seperti pipa bekas yang di rakit sebagai 
media untuk penanaman, bukan hanya media pipa saja tetapi penyuluh 
pertanian juga menanam berbagai sayuran atau buah-buahan di halaman kantor 
dan dirawat sehingga mampu menghasilkan produksi yang baik. Media ini bisa 
jadi alat pelatihan Penyuluh Pertanian untuk mengembangkan kemampuan atau 
keterampilan. 
Gambar 9. Keterampilan dan Kemampuan Penyuluh 
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 Selain itu kompetensi penyuluh juga dilihat pada SKP Penyuluh, SKP 
adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam 
Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2011, SKP di buat setiap awal tahun. Untuk menentukan target kuantitas 
dalam pekerjaan dengan mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada 
tahun-tahun sebelumnya, sedangkan untuk menilai aspek kualitas dalam suatu 
pekerjaan atau kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada 
pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 (20) mengenai tata cara 
penilaian SKP yang memiliki nilai dari 51-100, setiap hasil memiliki nilai dan 
setiap pergerakan Penyuluh Pertanian memiliki nilai, penilaian SKP ini juga 
meliputi tentang aspek biaya dan aspek waktu sehingga dapat di pertanggung 
jawabkan, SKP yang telah di rencanakan akan dinilai oleh atasan. Untuk 
menyusun SKP jabatan fungsional umum disesuaikan dengan nama jabatan 
yang bersangkutan. 
Uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 tahun mengacu pada 
lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Rencana Biaya yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka 
Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Jika Penyuluh 
Pertanian memiliki Kegiatan atau tugas tambahan selama satu tahun, maka 
kegiatan atau tugas tambahan akan dituangkan dalam formulir keterangan 
melaksanakan tugas tambahan yang telah di tetapkan pada Peraturan Kepala 
BKN Nomor 1 Tahun 2003, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam 
penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan. 
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 Pada akhir tahun penyuluh membuat laporan DP3. DP3 (Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan) adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu satu 
tahun yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. 
Daftar tersebut digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan 
pangkat penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala dan 
lain-lain. Nilai dalam DP3 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
menetapkan mutasi kepegawaian dalam tahun berikut kecuali ada perbuatan 
tercela dari Pegawai yang bersangkutan yang dapat mengurangi nilai tersebut. 
Penyuluh juga ditugaskan sebagai pendamping dari program pemerintah 
UPSUS Pajale, UPSUS Pajale telah berjalan di awal tahun 2015 sampai akhir 
tahun 2015, program ini dilaporkan setiap bulannya oleh penyuluh sesuai dengan 
kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dan Penyuluh Pertanian Kecamatan 
(PKK) Merangkum semua laporan tersebut dan di serahkan ke Dinas pertanian. 
Contoh SKP, DP3 dan laporan UPSUS Pajale, diperjelas di lampiran. 
Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat 
dikatakan bahwa kompetence (komperensi) Penyuluh Pertanian baik, mulai dari 
pengetahuan dalam menjelaskan tentang pertanian, keterampilan dalam 
mengelola media-media bekas untuk dapat dipergunakan serta SKP dan DP3 
atau laporan akhir tahun dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kegiatan 
selama satu tahun yang dimana DP3 dan SKP memiliki perbedaan, 
perbedaannya adalah DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang 
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bersangkutan, sedangkan SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang 
bersangkutan dalam setiap targetnya. 
IV.2.1.5. Accsess 
Akses (accsess)  merupakan  kemudahan setiap individu untuk 
mendapatkan pelayanan, untuk menghubungi pegawai dan kedisiplinan pegawai 
dalam bentuk tingkat kehadiran pegawai. Untuk mengukur kinerja pelayanan 
penyuluh pertanian di BP3K kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang banyak 
hal yang bisa kita perhatikan pada indikator akses, seperti kemudahan 
menghubungi penyuluh. 
Dari pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh  
penulis, kemudahan petani dalam menghubungi penyuluh baik itu di jam kerja 
maupun di luar jam kerja dapat dilihat dari pernyataan Bapak PTR anggota 
kelompoktani Sangyang seri dari Desa Mattiroada mengatakan : 
“Bisa jeki hubungi penyuluh dengan mudah, kan tinggal ada hp untuk 
hubungi kalau ada keluhan atau masalah-masalah yang terjadi di 
lapangan, mintaki saran atau biasa juga kalau diluar jam kerja didatangi 
rumahnya. Kalau pergiki kekantornya juga adaji disana penyuluh yang 
bertugas tetapi kalau saya belum pernah peka pergi di BP3K nya 
penyuluh diteppo tapi kalau anggota sering datang disana kayak ketua 
kelompok.” 
(Wawancara Hari Senin, 18 Januari 2016) 
 
 Penyataan anggota kelompoktani diatas mengenai kemudahah untuk 
menghubungi penyuluh dapat melalui komunikasi via telefon atau langsung 
mendatangi kediaman penyuluh yang terkait. Hal ini di benarkan oleh Bapak HS 
Kepala BP3K Patampanua mengatakan : 
“Akses untuk petani menghubungi penyuluh itu mudah, bisa langsung 
menelefon. Petani bisa juga datang langsung kerumah para penyuluh 
untuk berkonsultasi atau ada keperluan. Jadi bisa dikatakan bahwa kerja 
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penyuluh itu hampir 24 jam, tidak ada dibilang siang-malam, petani 
diberikan kebebasan datang kerumah.” 
(Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
  
 Tidak hanya itu Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian BP3K kecamatan 
patampanua dilihat dari kedisiplinan pegawai yang dimana kedisiplinan 
merupakan sikap mental yang tecermin dalam perbuatan tingkah laku 
perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan 
terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku. Disiplin 
kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa 
berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah 
ditentukan. Kedisiplinan dapat dilakukan dengan latihan antara lain dengan 
bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang positif 
terhadap produktivitas kerja pegawai. 
Kedisiplinan membutuhkan pengorbanan, baik itu perasaan, waktu, 
kenikmatan dan lain-lain. Disiplin bukanlah tujuan, melainkan sarana yang ikut 
memainkan peranan dalam pencapaian tujuan. Manusia sukses adalah manusia 
yang mampu mengatur, mengendalikan diri yang menyangkut pengaturan cara 
hidup dan mengatur cara kerja. Maka erat hubungannya antara manusia sukses 
dengan pribadi disiplin. Mengingat eratnya hubungan disiplin dengan 
produktivitas kerja maka disiplin mempunyai peran sentral dalam membentuk 
pola kerja dan etos kerja produktif. 
Dari penjelasan diatas penulis mewawancarai dan mengamati 
kedisiplinan penyuluh pertanian dalam ha; kehadiran di Kantor atau BP3K. 
Bapak HS Kepala BP3K Patampanua mengatakan bahwa: 
 “Disini jam kerja pegawai dari jam 08.00-14.00 sampai hari jumat, dan 
 hari sabtu tetap bekerja dari jam 08.00-12.00, daftar hadirnya juga ada 
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 setiap harinya yang  berupa absen dan ditanda tangani, setiap harinya 
 itu ada penyuluh yang  bertugas posko, yang bertugas pada hari  posko 
 akan memberikan pelayananan apabila ada anggota kelompoktani yang 
 datang berkonsultasi.” 
(Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2015) 
 Dari hasil wawancara dan pengamatan dapat dikatakan bahwa tidak ada 
masalah dalam akses anggota kelompoktani apabila memilki keperluan baik itu di 
jam kerja penyuluh maupun diluar jam kerja, penyuluh memberikan kelonggaran 
bagi petani (masyarakat) untuk menghubungi atau mendatangi kediaman 
penyuluh masing-masing. Begitupun juga dalam kedisiplinan penyuluh mengenai 
kehadiran penyuluh pada saat jam kerja, dengan adanya jadwal posko penyuluh 
mampu meningkatkan pelayanan dengan memberikan konsultasi kepda anggota 
kelompoktani yang datang ke kantor BP3K. Tetapi daftar hadir atau absen yang 
disiapkan masih secara manual, hal ini menjadi kekurangan dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi penyuluh pertanian di BP3K Patampanua. 
IV.3. PEMBAHASAN 
Kinerja pelayanan publik merupakan salah satu syarat dalam terciptanya 
pemerintahan yang baik, yang salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan 
pangan untuk memberdayagunakan penyuluh. Dalam mengukur kinerja 
pelayanan penyuluh pertanian di BP3K patampanua menggunakan instrumen 
kinerja pelayanan publik yang di kembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan 
Berry, yaitu : 
1. Ketampakan fisik (Tangible) : Hal yang menyangkut tentang fasilitas 
operasional penyuluh baik di kantor atau dilapangan dan fasilitas atau 
bantuan dari pemerintah untuk anggota kelompok tani (masyarakat) serta 
fasilitas pendukung lainnya. Dilihat dari indikator ketampakan fisik (Tangibel) 
yang dimana menyangkut tentang fasilitas atau bantuan yang digunakan 
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penyuluh pertanian sudah cukup baik dan memuaskan anggota 
kelompoktani. Indikator tersebut merupakan pelayanan yang didapatkan oleh 
anggota kelompoktani dari pemerintah dan penyuluh pertanian, tidak hanya 
itu penyuluh pertanian juga berhak dalam mendapatkan fasilitas yang baik 
agar penyuluh mampu menjalankan dan memberikan pelayanan yang baik. 
2. Reliabilitas (Reliability) : Hal yang menyangkut tentang pemberian informasi 
baru dari penyuluh pertanian ke setiap anggota kelompok tani, kehandalah 
dalam memberikan pelayanan. Pada indikator ini penyuluh pertanian 
memberikan pelayanan yang handal dengan memberikan informasi-
informasi baru, dipertanggungjawabkan dan dilaksakanan apabila informasi 
tersebut berupa tugas atau program dari pemerintah. Tidak hanya itu, dalam 
proses pelayanan penyuluh pertanian juga meningkatkan kemampuan 
kelembagaan kelompoktani, kelembagaan ekonomi dan membantu pelaku 
usaha pertanian untuk mengembangkan kemitraannya. \ 
3. Responsivitas (Responsiveness) : Hal yang menyangkut tentang daya 
tanggap atau respon penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan 
apabila anggota kelompok tani ingin berkonsultasi dan apabila anggota 
kelompok tani mengatasi masalah dilapangan serta kecakapan penyuluh 
dalam melakukan pendekatan kepada anggota kelompoktani. Pada indikator 
ini daya tanggap, kesigapan dan respon penyuluh kurang baik di salah satu 
Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber 
dan observasi di lapangan, penyuluh pertanian yang bertugas di Desa 
tersebut tidak memiliki kecakapan yang baik, tidak terlalu aktif dalam proses 
pendekatan kesetiap anggota kelompoktani. Peninjauan kelapangan yang 
kurang, sehingga tidak terjalinnya keakraban antara penyuluh dan anggota 
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kelompoktani. Penyuluh pertanian seharusnya memahami tentang daya 
tanggap yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
melakukan pendekatan secara aktif kepada anggota kelompoktani. Selain 
itu, penyuluh yang bertugas diwilayah tersebut tidak sesuai dengan bidang 
yang ditekuni, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar lebih 
mengatur penempatan penyuluh sesuai dengan bidangnya.\ 
4. Kompetensi (Competence) : Hal yang menyangkut tentang kemampuan dan 
pengetahuan penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas/fungsinya, 
pelatihan-pelatihan yang didapat serta keterampilan penyuluh pertanian. 
Pada indikator ini kemampuan, pengetahuan dan keterampilan penyuluh 
pertanian dikatakan baik. Hal ini dibenarkan dari wawancara dan observasi 
penulis dilapangan yang menunjukkan bahwa pengetahuan penyuluh dalam 
memberikan penjelasan mengenai pertanian baik itu program pemerintah 
atau peraturan pemerintah, keterampilan dan kemampuan penyuluh 
mengelola media tidak pakai. Pelatihan-pelatihan juga diberikan yang tidak 
lain untuk meningkatkan dan menambah wawasan untuk penyuluh pertanian 
dan anggota kelompoktani. 
5. Akses (Accsess) : Hal yang menyangkut tentang kemudahan anggota 
kelompok tani untuk menghubungi penyuluh pertanian apabila memiliki 
keperluan. Pada indikator ini kemudahan anggota kelompoktani apabila 
memiliki keperluan kepada penyuluh pertanian dapat dikatakan baik karena 
penyuluh pertanian memberikan kesempatan anggota kelompoktani untuk 
menghubingi melalui telefon atau mendatangi kediaman penyuluh pertanian. 
Jam kerja penyuluh pertanian juga mulai dari jam 08.00-14.00 WITA pada 
hari senin sampai jumat, sedangkan dihari sabtu penyuluh pertanian tetap 
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bekerja di jam 08.00-12.00 WITA. Dengan adanya jadwal posko kehadiran 
penyuluh juga baik dan pemberian pelayanan juga dapat ditingkatkan 
dengan memberikan konsultasi kepada anggota kelompoktani yang 
berkunjung ke kantor BP3K maupun di kediaman penyuluh. 
IV.4. TEMUAN PENELITIAN 
Dari proses pengamatan dan wawancara, penulis mendapatkan temuan 
baru di lapangan. Ada pernyataan yang sangat menarik diungkapkan oleh salah 
satu Tenaga Harian Lepas (THL) Ibu MR yang Mengatakan : 
“Kalau bisa di bilang seluruh indonesia kekurangan penyuluh, tetapi 
entahlah kenapa pemerintah tidak membuka lapangan kerja untuk 
penyuluh apalagi sekarang ini ada moratorium tidak ada penerimaan PNS 
secara terbuka, sementara penyuluh itu di bidang pertanian sangat 
dibutuhkan sekali apalagi didaerah-daerah terpencil, karena dilihat dari 
bidang swasembada pangan potensi Indonesia bisa dikatakan bagus, 
hamparan sawah yang luas apalagi ini Pinrang salah satu penghasil padi 
terbesar di sulawesi selatan, jadi semua tergantung sama pemerintah 
seharusnya pemerintah membuka peluang untuk masyarakat yang 
berbakat di bidang kepenyuluhan agar Negara kita ini tidak mengimpor 
lagi bahan pangan dari luar.” 
(Wawancara Hari Rabu, 06 Januari 2016) 
Pernyataan di atas menjadi temuan penulis, bahwa banyak daerah 
terpencil yang membutuhkan penyuluh pertanian sebagai perpanjangan tangan 
dari program pemerintah, untuk membantu petani dalam mengelola tanamam. 
Hal ini di dukung oleh pernyataan yang di peroleh penuli dari Bapak M anggota 
kelompo tani Dabo satu Desa Sipatuo mengatakan : 
“Menurut saya kita disini kekurangan penyuluh, mungkin karena 
banyaknya yang dipantau jadi penyuluh jarang masuk, saya baru melihat 
penyuluh ini masuk disini. Seharusnya penyuluh yang disediakan disetiap 
desa/kelurahan melebihi dari satu supaya mampu memantau keadaan 
dilapangan maupun dikelompok tani. Penyuluh disini jarang masuk 
memantau keadaan kelompok tani kami sehingga terjadi penyimpangan-
penyimpangan dari ketua kelompok tani barombong ini. Karena jarangnya 
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penyuluh ini datang kelapangan jadi kita kekurangan informasi, biasanya 
kita yang kekantor baru dapat informasi. Maka dari itu perlu di tambah ini 
penyuluh pertanian.” 
(Wawancara Hari Selasa, 05 Januari 2016) 
 Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa memang penyuluh 
pertanian perlu perbanyak untuk meningkatkan swasembada pangan. 
Pernyataan lainnya di Ungkapkan oleh Penyuluh Pertanian Ibu SP, Mengatakan : 
“Penyuluh sekarang ini yang pegawai-pegawai muda tidak seperti 
penyuluh dulu, kita dulu dituntut untuk terjun kelapangan, bersosialisasi 
dengan baik di lapangan, harus mengetahui keadaan sawah, padi dan 
cuacapun harus di ketahui. Dulu itu lebih banyak mempraktekkan di 
banding sekarang penyuluh muda tidak cekatan dilapangan tetapi 
terampil dalam bidang kepegawaian misalnya masalah pengetikan, 
komputer, pengelolaan laporan. Itu bedanya penyuluh dulu dengan 
sekarang, makanya ada beberapa wilayah itu yang penyuluhnya tidak 
terlalu kenal dengan kelompok taninya karena itu tadi jarangnya praktek 
langsung dan keterampilan atau pengetahuannya tidak seperti penyuluh 
terdahulu. Tetapi sekarang ini memang sebenarnya penyuluh tidak terlalu 
dituntutji untuk terlalu sering meninjau langsung dilapangan asalkan 
laporan dan presentasinya dapat dipertanggungjawabkan serta mampu 
menganalisa dengan baik keadaan wilayah.” 
(Wawancara Hari Senin, 18 Januari 2016) 
 Sedangkan dari wawancara diatas, adanya perbedaan antara kinerja 
penyuluh yang sudah berpengalaman dengan penyuluh muda dalam hal 
kemampuan terjung langsung kelapangan, menjelaskan dan mengamati 
keadaan lingkungan di lapangan 
Adapun temuan lain yang penulis dapatkan dilapangan, dari hasil 
wawancara penyuluh pertananian Bapak T, mengatakan : 
“Jumlah petani di Kecamatan Patampanua ini sangat banyak, contohnya 
saja di Sipatuo memiliki seribu petani, tidak mungkin penyuluh 
mendatangi satu persatu anggota kelompok tani, maka dari itu diperlukan 
pembentukan kelompok. Ada juga anggota petani yang jarang bahkan 
tidak pernah datang kalau ada kegiatan pertemuan kelompok tani dengan 
penyuluh, petani sudah diundang tapi tidak datang. Nanti setelah ada 
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bantuan mau di bagi-bagi dan tidak dapat bantuan pasti marah-marahmi, 
bagaimana mau dikasi informasi baru dan mengenal anggota di setiap 
kelompok tani kalau ada yang jarang datang bahkan tidak pernah datang 
kalau ada pertemuan. Itu juga petani kalau sudah dapat bantuan satu 
atau dua kali sekalinya nanti dapat bantuan yang ketiga kalinya dan tidak 
dikasi, alasannya tidak pernah dapat bantuan karena petani mau lagi 
seperti tidak ada rasa syukurnya, sedangkan ada petani yang lain yang 
membutuhkan.” 
(Wawancara Hari Jumat, 15 Januari 2016) 
 Dari pernyataan Bapak S diatas, ada beberapa anggota kelompoktani 
yang apabila telah mendapatkan bantuan tidak mengakui bantuan tersebut telah 
didapatkan dan pada kenyataannya ada petani lain yang lebih membutuhkan. 
Perhatian anggota kelompoktani juga yang acuh tak acuh dalam hal 
pembentukan kelompok tani, mereka tidak pernah menghadiri pertemuan bahkan 
mereka tidak mengetahui anggota satu sama lain.  
Hal ini didukung oleh wawancara penulis dengan salah seorang Petani 
Bapak AR anggota Kelompok Tani Cendrana Desa leppangang yang 
mengatakan : 
“Kalau saya jarangka ikut pertemuan karena banyak yang mau dikerjakan 
dan mata pencaharianku juga sebagai petaniji jadi pertemuan saya jarang 
ikuti, itu juga masalah bantuan cukup tidak cukup didapat karena biar ada 
bantuan tetap ji juga kita beli yang lain yang tidak masuk dalam bantuan.” 
(Wawancara Hari Senin, 18 Januari 2016) 
Dari temuan penelitian diatas dapat dikatakan hal ini menjadi tugas 
Pemerintah dalam hal menambah jumlah pengawai terkhususnya Penyuluh 
Pertanian agar disetiap Kelurahan/Desa setidaknya dua atau tiga penyuluh yang 
bertugas di wilayah yang telah ditetapkan. Menetapkan THL yang dikontrak agar 
mampu meningkatkan pelayanan, penambahan pegawai ini juga bertujuan untuk 
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memanfaatkan keadaan Indonesia yang memiliki wilaya pertanian yang luas agar 
Indonesia tidak mengimpor beras dari Negara lain. 
Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan dan kedisiplinan 
terhadap penyuluh sehinnga dapat dipantau dan memberikan pelayanan yang 
sesuai dengan indikator kinerja penyuluh pertanian yang meliputi :  
1. Tersusunnya data peta wilayah 
2. Tersusunnya programa penyuluhan pertanian 
3. Tersusunnya RKT PP 
4. Terdesiminasinya informasi teknologi pertanian kepada pelaku utama 
5. Meningkatnya kapasitas pelaku utama 
6. Tumbuh kembangnya kelembagaan petani 
7. Meningkatnya akses pelaku utama terhadap informasi pasar, teknologi, 
sarana-prasaranan dan pembiayaan. 
8. Meningkatnya produktivitas dan skala usaha pelaku utama 
9. Meningkatnya pendapatan pelaku utama. 
Ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh pertanian untuk 
meningkatkan kinerjanya, yaitu: 
1. Kemampuan untuk berkomunikasi yaitu kemampuan dan keterampilan 
penyuluh untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat 
sasarannya. 
2. Sikap penyuluh antara lain sikap menghayati dan bangga terhadap 
profesinya, sikap bahwa inovasi yang disampaikan benar-benar 
merupakan kebutuhan nyata sasarannya, dan sikap menyukai dan 
mencintai sasarannya dalam artian selalu siap memberi bantuan dan 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan demi adanya perubahan-perubahan 
pada sasaran. 
3. Kemampuan pengetahuan penyuluh, yang terdiri dari isi, fungsi, manfaat 
serta nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, latar 
belakang keadaan sasaran. 
4. Karakteristik sosial budaya penyuluh. 
Selain itu anggota kelompoktani harus terbuka dalam artian jujur apabila 
telah mendapatkan bantuan yang cukup dan aktif di kelompot tani agar penyuluh 

















 Berdasarkan hasil penelitian penulis pada bab sebelumnya sebagai hasil 
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pelayanan Penyuluh 
Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya baik dalam 
memberikan pelayanan. Hal ini di lihat dari indikator responsivitas yang di mana 
Penyuluh Pertanian di salah satu Desa tidak terlalu aktif dan cakap dalam 
pendekatan terhadap anggota kelompok tani. Hal ini benarkan dari wawancara 
kelompok tani di salah satu wilayah yang mengakui bahwa penyuluh yang 
bertugas tidak memiliki kontribusi yang baik terhadap kelompok tani.  
Pelayanan yang seharusnya di terapkan penyuluh pertanian yaitu harus 
mampu untuk berkomunikasi meliputi kemampuan dan keterampilan penyuluh 
untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat sasarannya, memiliki sikap 
menghayati dan bangga terhadap profesinya. Sikap bahwa inovasi yang 
disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan nyata sasarannya dan sikap 
menyukai dan mencintai sasarannya dalam artian selalu siap memberi bantuan 
dan melaksanakan kegiatan-kegiatan demi adanya perubahan-perubahan pada 
sasaran.  
V.2. Saran 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, beberapa saran yang 
direkomendasikan untuk penyempurnaan Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian 
di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) 
Kabupaten Pinrang yaitu: 
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1. Meningkatkan pengawasan dari Pemerintah, BP4K dan Dinas Pertanian 
Kabupaten Pinrang agar penyuluh dapat bekerja lebih disiplin lagi. 
2. Meningkatkan sosialisasi/pendekatan agar terciptanya kerja sama yang 
baik antara penyuluh dan anggota setiap kelompok tani. 
3. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi penyuluh muda untuk lebih 
bersosialisasi dilapangan dan untuk manambah keterampilan maupun 
pengetahuan 
4. Pemerintah harus memperbaiki penetapan penyuluh, seperti halnya 
penetapan Penyuluh Pertanian di wiliayah yang memang memiliki 
potensial pertanian dan Penyuluh Perikanan di wilayah yang memiliki 
potensial perairan, agar kinerja pelayanan Penyuluh lebih optimal sesuai 
dengan bidangnya. 
5. Menambah dan Menetapkannya status Tenaga Harian Lepas (THL), agar 
di Kecamatan Patampanua produksi swasembada pangan lebih 
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH PERTANIAN 
 Tugas Pokok Penyuluh Pertanian 
 Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam 
menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, 
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Dalam Permen PAN No. 
2/2008 menyebutkan bidang dan unsur kegiatan penyuluh pertanian terdiri atas : 
A. Mengikuti pendidikan, meliputi : 
1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 
2. Pendidikan dan pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 
3. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan 
B. Kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, meliputi : 
1. Identifikasi potensi wilayah 
2. Memandu penyusunan rencana usaha petani (RUK, RKK, RKD, 
RPKD/PPP) 
3. Penyusunan programa penyuluhan pertanian (tim) 
4. Penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian 
C. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, meliputi : 
1. Penyusunan materi 
2. Perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian 
3. Menumbuh/mengembangkan kelembagaan petani 
D. Evaluasi dan Pelaporan, meliputi : 
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1. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian 
2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian 
E. Pengembangan penyuluhan pertanian, meliputi : 
1. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan 
pertanian 
2. Kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian 
3. Pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan pertanian 
F. Pengembangan profesi, meliputi : 
1. Pembuatan karya tulis ilmiah dibidang penyuluhan pertanian 
2. Penerjemahan/penyaduran buku-buku dan bahan-bahan lain di bidang 
penyuluhan pertanian 
3. Pemberian konsultasi dibidang pertanian yang bersifat konsep kepada 
institusi dan/atau perorangan 
G. Penunjang penyuluhan pertanian, meliputi : 
1. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi 
2. Keanggotaan dalam tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian 
3. Keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan dibidang pertanian 
4. Perolehan penghargaan/tanda jasa 
5. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan 
6. Keanggotaan dalam organisasi profesi 
7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya 
 Kegiatan Penyuluhan Pertanian 
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 Rincian kegiatan penyuluh pertanian terampil sesuai dengan jenjang 
jabatan, sebagai berikut : 
A. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula : 
1. Memandu penyusunan Rencana Defenitif Kelompok (RDK) dan Rencana 
Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 
2. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota 
3. Menyusun Rencana kerja tahunan penyuluh pertanian 
4. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kartu kilat 
5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk transparansi/bahan 
tayangan 
6. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk flipchart/peta 
singkap 
7. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani perorangan 
8. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada kelompoktani 
9. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani secara massal 
10. Memandu pelaksanaan demonstrasi usahatani dengan cara demonstrasi 
plot 
11. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran 
B. Penyuluh Pertanian Pelaksana, yaitu : 
1. Mengumpulkan data tingkat desa dan kecamatan 
2. Memandu penyusunan Rencana Kegiatan Desa (RKD) dan Rencana 
Kegiatan Penyuluhan Desa (RKPD)/Programa Penyuluhan Desa 
3. Menyusun Programa penyuluhan pertanian sebagai anggota 
4. Menyusun Rencana kerja tahunan penyuluh pertanian 
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5. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan 
6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompoktani 
7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal 
8. Melaksanakan demonstrasi cara 
9. Merencanakan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi plot 
10. Memandu pelaksanaan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi farm 
11. Memandu pelaksanaan sekolah lapang 
12. Menjadi Pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran 
13. Mengajar kursus tani 
14. Menumbuhkan kelompoktani 
15. Mengembangkan kelompoktani Pemula ke Lanjut 
C. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan: 
1. Menyusun instrument identifikasi potensi wilayah tingkat desa, kecamatan 
dan kabupaten 
2. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota 
3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian 
4. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk seri foto 
5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk poster 
6. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani perorangan 
7. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada kelompoktani 
8. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani secara massal 
9. Melaksanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metode 
penyuluhan pertanian 
10. Merencanakan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi farm 
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11. Memandu pelaksanaan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi area 
12. Melaksanakan temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya 
13. Merencanakan forum penyuluhan pedesaan, magang, widyawisata, 
karyawisata/widyakarya 
14. Melaksanakan forum penyuluhan pertanian pedesaan, magang, 
widyawisata, karyawisata/widyakarya 
15. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran 
16. Mengajar kursustani 
17. Menumbuhkan gabungan kelompoktani 
18. Mengembangkan kelompoktani dari Lanjut ke Madya 
19. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
pertanian tingkat kecamatan 
D. Penyuluh Pertanian Penyelia, yaitu : 
1. Menyusun programa penyuluhan pertanian di tingkat desa dan 
kecamatan sebagai ketua 
2. Meyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota 
3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 
4. Menyusun materi dalam bentuk leaflet/liptan/selebaran/folder 
5. Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/kelompoktani di 
tingkat kabupaten 
6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 
7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjnagsana pada kelompoktani; 
8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 
9. Merencanakan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi area; 
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10. Merencanakan sekolah lapang; 
11. Merencankaan temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya; 
12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 
13. Mengajar kursus tani; 
14. Melakukan penilaian prestani petani/kelompoktani di tingkat kabupaten; 
15. Melakukan penilaian perlombaan komoditas pertanian; 
16. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian 
di tingkat kabupaten; 
17. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan penyuluhan pertanian di 
tingkat kabupaten; 
18. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan di tingkap provinsi; 
19. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluais pelaksanaan peyuluhan 
pertanian di tingkat kecamatan; 
20. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan 
penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. 
 Fungsi Penyuluh Pertanian 
 Peranan penyuluh selain tugas pokoknya melaksanakan penyuluhan. 
Mengapa demikian, karena dalam melaksanakan tugas pokoknya (menyuluh) 
tidak akan berhasil dengan baik bila penyuluh tidak mampu memerankan peran-
peran tambahan/lainnya yang akan diuraikan ini. Banyak ahli menjelaskan peran-
peran tambahan/lainnya penyuluh ini (selain menyuluh/memberikan inovasi), 
yang apabila dirangkum antara lain menyebutkan : 




2. Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan keluar/ 
kemudahan-kemudahan, baik dalam menyuluh/proses belajar mengajar, 
maupun fasilitas dalam memajukan usahataninya. Dalam hal menyuluh 
penyuluh memfasilitasi dalam hal : kemitraan usaha, berakses ke pasar, 
permodalan dan sebagainya. 
3. Penyuluh sebagai motivator, penyuluh senantiasa membuat petani tahu, 
mau dan mampu. 
4. Penyuluh sebagai penghubung 
5. Penyuluh sebagai guru, pembimbing petani, yang senantiasa mengajar, 
melatih petani sebagai orang dewasa. 
6. Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator, yang selalu 
menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu 
berfungsi sebagai kelas belajar-mengajar, wahana kerjasama dan 
sebagai unit produksi. 
7. Penyuluh sebagai penganalisa, penyuluh dituntut untuk mampu 
menganalisa masalah, sebab yang ada di usahatani dan di keluarga tani 
mampu menganalisa kebutuhan petani yang selanjutnya merupakan 
masukan dalam membuat programa penyuluhan pertanian. 
8. Penyuluh sebagai agen perubahan, penyuluh senantiasa harus dapat 
mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah 
kemajuan. Dalam hal ini penyuluh berperan sebagai katalis, pembantu 
memecahkan masalah (solution gives), pembantu proses (process 
helper), dan sebagai sumber penghubung (resources linker). 
9. Penyuluh sebagai penasehat/advisor 
10. Penyuluh sebagai teknisi 
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11. Penyuluh sebagai organisator 



















Data Jumlah Anggo KelompokTani dan Penyuluh Bertugas di Kecamatan 
Patampanua Kabupaten Pinrang 
Tabel 1. Daftar Anggota kelompok tani setiap desa/kelurahan 
No Desa/Kelurahan Nama Kelompok Tani Penyuluh Pendamping 
1 Tonyamang  Mamminasae I 
 Mamminasae III 
 Mamminasae 
 Maccolliloloe 
 Maccolliloloe Baru 
 Mattarima I 
 Siwolong Polong 
 Mega Jaya 






 Mattiro Walie 
 Lemo-Lemo 
 Samaenre 
 Mario Marannu 
 
 
 Yusdah, SP 
 Sainal Abidin 
2 Mattiro Ade  Padaidi 
 Siporio 
 Padaelo 
 Harapan Bangsa 
 Maccolli Loloe 
 Abadi 
 Megabuana Ase 
 Buah Padi 
 Sang Hyang Seri I 
 Sang Hyang Seri II 
 Lotang Ledeng 
 
 
 H. Husain Yasin, 
SP 
 Hasnah 
3 Leppangang  Siparappe  
 Siparappe I 
 Siparappe II 





 Massossorang II 
 Padang 
 Cenrana 
 Cenrana I 
 Cenrana III 
 Sassang 
 Massiddie 
Hj. Samsuriah, SP 
4 Pincara  Pammasepuang 
 Karya Tani 
 Malilu Sipakainge 
 Mekar Sari 
 
Mariani, SP 
5 Masolo  Subur 
 Elo Puang 
 Ingin Maju 
 Citra Mandiri 
 Subur I 
 Elo Puang II 
 
Hamrial, SP 
6 Teppo  Padaidi 
 Lura 
 Lura I 
 Lura II 
 Massiddi Adae I 
 Massiddi Adae II 
 Mamminasae I 
 Mamminasae II 
 Mattutue 
 Bunga Padi 





Elisya Nuraini. K, SP 
7 Benteng  Buntu Terpedo 
 Hilir Maju 
 Ingin Maju 
 Sabbarae 
 Sukkurue 
 Kalicoppeng  
 
Sitti Hasnah, S.Pt 
8 Malimpung  Wae Nyio 
 Pajalele 









 Sipaenre  
9 Macirinnae  Sipatiroang Bulu 
 Sukku Minasae I 





Azis Thaba, SP 
10 Sipatuo  Wae Tuo 
 Dabo  
 Dabo I 
 Bulupapang 
 Harapan Jaya 
 Bunga Padi 
 Wae Lompa 
 Wae Lompa I 
 Suka Maju 
 Pammase Puang 
 Lakadokkeng 
 Lakadokkeng I 
 Jaya Satu 
 Purnama Indah 
 Beta Kulo 
 Tunas Harapan 
 Subur Jaya 
 Tuo Walie 
 
 
Opon Karwati, S.Pi 
11 Padang Loang  Sinri Mata 
 Harapan 
 Palita I 
 Palita II 
 Makkuraga  
 Banga  
 Padang Loang 
 Gotong Royong 
 Sumber Rejeki 
 Sipatuo 
 Palloang Ruma 




Abd. Jamal Samad, SE 
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 Sumber Makmur 
Jumlah 112 Kelompok Tani 13 Penyuluh Pertanian 
 Sumber : Laporan Program Penyuluh BP3K Patampanua 2015  
 Dari tabel diatas, Jumlah Penyuluh di BP3K terkhususnya Penyuluh 





















Berikut Tabel Rincian Peningkatan Produksi Pertanian Khusunya 
Produksi Padi mulai dari tahun 2011-2014 : 
Tabel 1.1. Luas Padi dan Produksi Padi Sawah Tahun 2011 dirincikan 
Setiap Kecamatan 






































































Tabel 1.2. Luas Padi dan Produksi Padi Sawah Tahun 2012 dirincikan 
Setiap Kecamatan 






































































Tabel 1.3. Luas Padi dan Produksi Padi Sawah Tahun 2013 dirincikan 
Setiap Kecamatan 








































































Tabel 1.4. Luas Padi dan Produksi Padi Sawah Tahun 2014 dirincikan Setiap 
Kecamatan 







































































 GAMBAR 1 
   
(Mengikuti Kegiatan Pemekaran Kelompok Tani Dusun Barombong Desa Mattiro 
Ade) 
 GAMBAR 2 
   
   
(Wawancara dengan Anggota Kelompok Tani Dabo Satu Dusun Barombong 
Desa Mattiro Ade) 
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 GAMBAR 3 
 
(Wawancara dengan Anggota Kelompok Tani Baru yang Berkunjung Ke BP3K 
Patampanua) 
 GAMBAR 4 
    






    
(Wawancara dengan Anggota Kelompok Tani Sassang Desa Leppangang) 
 GAMBAR 5 
 






 GAMBAR 6 
 
(Depan Kantor BP4K Kabupaten Pinrang 
   
(Media Praktek Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten Pinrang) 
 
 
 
 
